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Penerapan sistem uang panjar dilakukan agar pemilik perlengkapan 

hajatan tersebut tidak memberikan objek sewaan kepada orang lain. Jika transaksi 

berlanjut, uang yang telah di bayarkan akan menjadi milik penjual. Namun jika 

transaksi dibatalkan, uang yang telah dibayarkan juga akan menjadi milik penjual 

sebagai hadiah dari pembeli kepada penjual. Salah satu yang menerapkan sistem 

uang panjar yaitu jasa sewa perlengkapan hajatan Lindu Aji Property. 

Permasalahan yang ada pada Lindu Aji Property tersebut yaitu pihak penyewa 

harus ikut menanggung resiko jika terjadi suatu musibah yang tidak diinginkan 

seperti pandemi Covid-19 ini, yang sedang melanda Indonesia. Pokok masalah 

yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan 

pada Lindu Aji Property karena pandemi Covid-19. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan jasa sewa perlengkapan hajatan Lindu Aji Property. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis. Sumber data penelitian ini 

meliputi sumber data primer yaitu pihak Lindu Aji Property dan penyewa. Sumber 

data sekunder yaitu berupa buku, dokumen, jurnal penelitian, artikel, internet, dan 

lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu 

metode yang berdasar pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk dilakukan 

analisis sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum. 

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, al-'urbu>n dalam praktek sewa 
yang dilakukan oleh Lindu Aji Property diperbolehkan. Tujuan dari adanya uang 

panjar dilakukan sebagai tanda jadi keseriusan dan komitmen bersama dan modal 

awal bagi Lindu Aji Property. Pembatalan sewa bukan terjadi karena adanya cacat 

yang menghalangi manfaat dari ma’qud ‘alaih (objek sewa) tetapi adanya sebuah 
kondisi dimana sewa harus dibatalkan yaitu adanya Covid-19. Pentingnya itikad 

baik dari para pihak dalam pembuatan perjanjian sangat berdampak pada 

pelaksanaan perjanjian itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) 

KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad baik. Pengembalian uang panjar dimasa pandemi ini, merupakan 

upaya itikad baik dari pihak Lindu Aji Property terhadap pengembalian setengah 

dari uang panjar yang telah dibayarkan. 

Kata Kunci: Uang Panjar, Sewa Menyewa, Pandemi Covid-19, Hukum Ekonomi 

Syariah. 
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MOTTO 

 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (QS. Ar-Rad:11) 
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A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 |S\\\\\\\\\\\\|a S ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 {h} H ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 |Z|al Z ذ
Ze (dengan titik di 

atas) 

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sa{d S} ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 {Da}d D ض
De (dengan titik di 

bawah) 
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 Ta{ T} ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

Za ظ { Z} 
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 …‟… ain„ ع
Koma terbalik di 

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L „el ؿ

 Mim M „em ـ

 Nun N „en ف

 Waw W W ك

 Ha‟ H Ha ق

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya‟ Y Ye م

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Ayyuha<llazina أىيػُّهىا الَّذًينى 

لنَّاسي  اا ػُّهى  Ditulis Ayyuha>nnas  أىي

 

C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Al-S{alawa>h ٱلصَّلىوٰةي 

 Ditulis Al-Muh}a>fad}oh اىلٍميحىافىظىةي 
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Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

D. Vokal Pendek 

--  َ --- Fath^ah Ditulis A 

--  َ --- Kasrah Ditulis I 

--  َ --- D}amah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

1. D{ammah + wawu mati Ditulis u> 

 >Ditulis Aufu أىكٍفيوا 

2. Fathah + Alif Ditulis a> 

ا   >Ditulis Ayyuha أىيػُّهى

3. Kasrah + ya’ mati Ditulis i> 

 Ditulis Allazi<na الَّذًينى  

 

F. Vokal Rangkap 

 >Ditulis Aufu أىكٍفيوا

 

G. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis Al-Qur’a>n القرآف

 Ditulis Al-‘uq<ud باًلٍعيقيودً 
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya 

 Ditulis Al-Syar’i الٍشَّرعًٍ 

 

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 Ditulis Ahl al-sunnah أىل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri tanpa 

campur tangan dari orang lain di sekitarnya, masing-masing individu 

mempunyai kepentingan terhadap individu yang sejak lahir hingga akhir 

hidupnya. Manusia diberi kebebasan dimuka bumi ini untuk memakmurkan 

kehidupan dunia ini, manusia sebagai khalifah fi al-ardh harus kreatif, 

inovatif, kerja keras, dan berjuang. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang 

berhubungan dengan barang dan jasa. Tentu sekarang dengan perkembangan 

ilmu teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, sehingga 

melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya 

dari hukum Islam. Penyelesaian yang disatu sisi Islami dan sisi lain mampu 

menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata.1  

Untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas itu, setiap kelompok 

individu dituntut untuk mengarahkan segala kemampuan yang dimilikinya, 

yaitu dengan cara penggunaan strategi-strategi sebagai instrumen dalam 

menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Dalam konteks zaman 

sekarang ini, persaingan yang kompetitif merupakan sebuah indikasi bahwa 

untuk mencapai suatu hasil yang maksimal harus mempunyai kemampuan, 

kesiapan, serta kesigapan yang komplit. Logikanya, jika seseorang tidak 

mempunyai seperti yang disebutkan, maka konsekuensinya adalah mereka 

                                                             
1
 A. Djzuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 129. 
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akan menjadi yang terpinggirkan. Sehingga “siapa yang cepat, siap, serta 

cekatan, maka dia yang akan didapat”.
2
 

Allah SWT telah memberikan kemudahan yang salah satunya adalah 

kebebasan dalam bermuamalah kecuali ada dalil yang mengharamkannya, 

Islam juga merupakan ajaran yang universal (umum) yang mengatur seluruh 

aspek kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan dan mengajarkan 

manusia agar selalu berhubungan baik dan berinteraksi antara satu dan 

lainnya.
3
 Dalam bermuamalah ini banyak sekali aturan serta ajaran yang telah 

diatur dalam syari’ah, salah satunya yaitu tentang ijārah atau sewa menyewa. 

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian 

yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian ini mempunyai kekuatan 

hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah 

berlangsung, pihak yang menyewakan (mu’ajjir) wajib menyerahkan barang 

(ma’jur) kepada penyewa (musta’jir). Dengan diserahkannya manfaat barang 

atau benda maka, penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).4 

Dalam syarat sahnya sewa menyewa harus jelas dan terang mengenai objek 

sewanya, yaitu barang yang akan disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga 

masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa 

yang diperjanjikan.
5
 Syarat suatu benda yang dapat dijadikan objek ijārah 

yaitu suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dan tetap untuh setelah 

                                                             
2 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan 

(Yogyakarta: Magistra Indonesia Pers, 2004), hlm. 7. 
3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid  III, terj. Asep Sobari, dkk (Bandung: Gramedia Pustaka 

Utama, 2011), hlm. 589. 
4
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 144. 

5
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, hlm. 146. 
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digunakan. Para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek ijārah 

apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk 

dipergunakan.
6
 

Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4): 29: 

مْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلََِّ أنَْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاض  
هَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَأكُْلوُا أَ تُلوُا يَا أَيُّ ْْ  مِنْكُمْ   وَلََ تَ

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  أَنْفُسَكُمْ   إنَِّ اللََّّ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah 

Maha Penyayang kepadamu.
7
 

 

Didalam ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa larangan tegas 

mengenai memakan harta milik orang lain atau membelanjakan hartanya 

sendiri untuk hal yang tidak baik sehingga menjerumuskan ke dalam 

perbuatan dosa.  

Salah satu aktivitas muamalah sewa menyewa yang ada di lingkungan 

masyarakat yaitu sewa menyewa perlengkapan hajatan. Seperti pada Lindu Aji 

Property beralamat Di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten 

Banjarnegara yang menyediakan perlengkapan hajatan untuk di sewakan. 

Dimana perlengkapan hajatan tersebut merupakan barang-barang yang tidak 

dipakai setiap hari bagi masyarakat sehingga mereka memilih untuk menyewa 

saja. Dengan menyewa mereka tidak perlu membeli karena hanya dipakai 

sekali dalam acara. Pada sewa menyewa perlengkapan hajatan Lindu Aji 

                                                             
6
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236. 

7
 Departemen Negara RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 

2013), hlm.  83. 
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Property terdapat suatu kesepakatan yang dibuat oleh pihak Lindu Aji 

Property dengan penyewa yaitu membayar uang panjar sebagai tanda jadi.  

Uang panjar atau down payment (DP), secara estimologi, dalam bahasa 

arab disebut “urbūn”. Secara bahasa artinya adalah yang dijadikan perjanjian 

dalam jual beli, diucapkan “urbūn”.
8
 Imam Malik dalam Al-Muwaththa 

mendefinisikan uang muka atau urbūn. Ketika seorang lelaki membeli seorang 

budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa. 

“Saya memberimu satu dinar dirham dengan syarat kalau saya bayarkan 

kepadamu, terhitung sebagai bagian dari harga yang saya bayar, seandainya 

saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumlah uang yang sudah saya 

bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apapun dari 

pihakmu kepada saya”. Dari penjelasan Imam Malik tersebut dapat kita 

ketahui bahwa urbūn (uang panjar) tidak hanya digunakan pada transaksi jual 

beli, namun dapat dilakukan juga pada transaksi sewa menyewa.
9
  

 Dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN) dikenal dengan transaksi yang 

menggunakan urbūn dan disebut sebagai uang muka. Pembayaran uang muka 

atau urbūn berlaku pada akad pembiayaan murabahah pada Lemabga 

Keuangan Syariah (LKS), ketentuan tersebut berasal dari amar kedua fatwa 

DSN sebagai berikut: 

1. Apabila nasabah akan membeli barang tersebut, maka nasabah hanya 

membajar sisa harganya saja. 

2. Apabila nasabah batal membeli, maka uang muka tersebut atau urbun 

menjadi milik bank sebesar kerugian yang menjadi tanggungan bank. Dan 

                                                             
8
 Abdullah al-Muslih, Fikih Ekonomi Kuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

hlm. 353.  
9 Imam Malik, Al-Muwaththa’, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 1.  
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apabila uang tersebut tidak cukup maka nasabah harus melunasi 

kekurangannya.
10

 

Penerapan sistem uang panjar dilakukan agar pemilik perlengkapan 

hajatan tersebut tidak memberikan objek sewaan kepada orang lain. Dan 

mengantisipasi jika ada pembatalan sewa dengan alasan sepihak dari pihak 

penyewa, maka uang panjar tersebut akan menjadi milik Lindu Aji Property. 

Secara tidak langsung telah terjadi kontrak atau perjanjian yang terikat 

mengenai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak baik 

tertulis ataupun lisan. Namun dalam kesepakatan tersebut tidak disebutkan 

jika terjadinya pembatalan sewa atas musibah yang dialami bersama misalnya 

adanya bencana alam ataupun pandemi seperti yang sekarang ini terjadi yang 

sedang melanda beberapa wilayah termasuk di Indonesia yaitu pandemi 

Covid-19.  

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, pemerintah membuat aturan 

kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai 

masker, menjaga jarak, membatasi aktivitas diluar rumah dan tidak 

berkerumun. Pembatasan kegiatan kemasyarakatan ini dilakukan agar kasus 

Covid-19 ini tidak meluas kepada masyarakat lain. Satgas penanganan Covid-

19 di tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten diminta saling 

                                                             
10

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 

hlm. 349. 
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koordanisasi satu dengan yang lain guna memastikan desa-desa dengan kasus 

Covid-19 betul-betul menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat.
11

  

Melangsungkan hajatan merupakan salah satu kegiatan yang 

mendatangkan kerumunan sehingga tidak dibolehkan. Oleh karena itu 

kebanyakan orang yang akan melangsungkan hajatan memilih untuk menunda 

sampai waktu yang belum ditentukan atau tetap melangsungkan hajatan 

dengan sederhana dengan keluarga inti saja. Mengenai persiapan yang telah 

direncanakan jauh hari sebelum pelaksaan hajatan tersebut harus dirubah atau 

ditunda. Sehingga pada perlengkapan hajatan yang statusnya menyewa maka 

harus dibatalkan.
12

 Menghadapi pandemi seperti ini Lindu Aji Property 

mengambil kebijakan sendiri dengan memberikan penawaran kepada pihak 

penyewa untuk tetap melangsungkan hajatan dengan acara yang sederhana 

atau membatalkannya. Apabila dari pihak penyewa akan melangsungkan 

hajatan, dari pihak Lindu Aji Property sendiri akan menyediakan 

perlengkapannya sesuai dengan uang panjar yang telah dibayar. Tetapi apabila 

pihak penyewa memilih membatalkan sewa tersebut maka, uang panjar yang 

sudah dibayarkan tidak kembali sesuai pada kesepakatan awal akan menjadi 

milik Lindu Aji Property.
13

 Pengambilan uang panjar yang dilakukan pihak 

Lindu Aji Property yaitu sebagai kompensasi atau ganti rugi atas pembatalan 

pesanan. 

                                                             
11

 Radar Banyumas, “Aktivitas 17 Desa/Kelurahan Dibatasi, Terdapat Kasus Positif Covid-

19, Dilarang Hajatan, Perlombaan Dan Kegiatan Lainnya”, radarbanyumas.co.id, diakses 20 April 

2021. 
12 Hasil Wawancara Bapak Hidayat Selaku Karyawan Lindu Aji Property Pada Tanggal 19 

April 2021. 
13

 Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 19 April 

2021. 
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Mengenai kebijakan yang dibuat oleh Lindu Aji Property tersebut dinilai 

merugikan bagi pihak penyewa. Dimana pihak penyewa harus ikut 

menanggung resiko jika terjadi musibah yang tidak diinginkan, sehingga hal 

itu menyebabkan perselisihan karena kebijakan tersebut tidak ada pada 

kesepakatan awal dan dibuat sepihak tanpa musyawarah terlebih dahulu 

dengan pihak penyewa pada saat pihak penyewa akan membatalkan sewanya. 

Dari uraian yang penyusun paparkan diatas, maka perlu untuk diteliti 

lebih jauh terhadap pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa yang 

terjadi karena adanya pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut yang 

melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengambilan Uang 

Panjar Atas Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan Pada Lindu Aji Property 

Karena Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.  

B. Definisi Operasional 

1. Uang Panjar  

Uang panjar secara terminologi berarti sejumlah uang yang 

dibayarkan dimuka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad 

dilanjutkan, maka uang muka masuk dalam harga pembayaran. Jika tidak 

berarti menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang 

menunggu selama beberapa waktu.
14

 Panjar berarti suatu pemberian uang 

atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan 

bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli 

                                                             
14

 Shalah Ash-Shawi, dan Abdullah Al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: 

Darul Haq, 2004), hlm. 131-132. 
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membatalkannya, maka panjar itu tidak dapat diminta.
15

 Jadi pengambilan 

uang panjar adalah pengambilan uang muka yang telah dibayarkan pada 

kesepakatan awal jika terjadinya pembatalan sebagai ganti rugi. 

2. Pembatalan Sewa  

Dalam fiqh Islam sewa menyewa disebut ijārah.  Al-Ijārah 

menurut bahasa berarti al-Ajru yang berarti al-Iwadu (ganti) oleh sebab itu 

as-Sawab (pahala) dinamai ajru (upah). Menurut istilah, al-Ijārah yaitu 

memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti 

pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau ijārah bermakna akad 

pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu 

tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri.
16

 Sedangkan pembatalan sewa adalah 

adanya uzhur. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya 

uzhur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya sewa 

menyewa. Sekalipun uzhur tersebur datangnya dari salah satu pihak.
17

 

3. Pandemi Covid-19  

Merupakan wabah penyakit yang terjadi pada skala yang luas atau 

menyebar secara global. Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya 

dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun 

pada penyebaran geografis. Sementara itu, Center for Disease Control and 

                                                             
15

 J.C.T. Simongkir, dkk, Kamus Hukum, Cet. Ke-II (Jakarta: Sinar Grafindo, 2007), hlm. 

120. 
16 Dwiani Kartikasari, “Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam”, ttps://pkebs.feb.ugm.ac.id., 

diakses 5 April 2021. 
17

 Chairuman Pasaribu dan Suhardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), hlm. 57. 
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Prevention (CDC) menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah 

menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi 

sejumlah besar orang. Pandemi dinyatakan saat penyakit baru yang orang-

orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu, menyebar di seluruh 

dunia di luar dugaan.
18

 

4. Hukum Ekonomi Syariah  

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum ekonomi Islam yang 

digali dari sistem ekonomi Islam yang ada didalam masyarakat, yang 

merupakan pelaksanaan fiqih dibidang ekonomi oleh masyarakat. 

Pelaksanaan sistem ekonomi yang di lakukan oleh masyarakat 

membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan 

menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi 

ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan 

hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai sengeta yang 

mungkin muncul dalam masyarakat.
19

 

C. Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang masalah, maka 

penulis merumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana praktik pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa 

perlengkapan hajatan pada Lindu Aji Property karena pandemi Covid-19? 

                                                             
18

 Kompas.com, “Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi 

Global” www.kompas.com, diakses 29 April 2021. 
19

. Beni Ahmad Saebani, Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2018), hlm. 18. 

http://www.kompas.com/


10 
 

 

 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengambilan uang 

panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan pada Lindu Aji 

Property karena pandemi Covid-19? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban 

atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penulis 

melakukan penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui praktik pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa 

perlengkapan hajatan karena adanya pandemi Covid-19. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan 

karena adanya pandemi Covid-19. 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi 

berdasarkan syariah yang berlandaskan pada Al-Qur‟an, Hadis dan Ijma. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau gambaran 

untuk pembaca terutama masyarakat dalam melihat praktek sewa 

menyewa, pembatalan dan konsekuensinya. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang sebelumnya.
20

 Berikut kajian pustaka ini penulis 

menguraikan sebagai berikut: 

Peneliti Terdahulu Persamaan Perbedaan 

Mutiara Fiky Utami 

“Analisis Hukum 

Islam Tentang 

Pengambilan Biaya 

Kerugian Atas 

Pembatalan Sepihak 

Pada Persewaan Alat 

Pesta. (Studi Kasus 

Pada Persewaan 

Alat-Alat Pesta Dwi 

Wijayanti Desa 

Ayom, Kecamatan 

Kalianda,  

Kabupaten Lampung 

Selatan)” 

Sama-sama meneliti 

tentang pengambilan 

biaya kerugian 

akibat pembatalan 

sewa. 

 

Pada skripsi tersebut memfokuskan 

pada pembebanan biaya kerugian atas 

pembatalan sepihak. Jika dibatalkan 

pada saat alat pesta sudah dikirim 

maka harus ganti rugi sebesar 75 % 

dan jika pembatalan sewa dilakukan 

sebelum alat pesta dikirim maka harus 

mengganti 50 % yang dianalisis 

berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan 

bedanya dengan penelitian ini yaitu 

memfokuskan pada praktik 

pengambilan uang panjar atas 

pembatalan sewa karena pandemi 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Luqia Salsabila 

“Pembatalan Order 

Dan Konsekuensi 

Terhadap Panjar 

Pada Wedding 

Organizer Dalam 

Perspektif Ba’i Al-

Urban.” 

Sama-sama meneliti 

tentang pembatalan 

sewa perlengakapan 

pesta. 

Pada skripsi tersebut memfokuskan 

pada status panjar dalam konsep 

‘urban, perhitungan kerugian akibat 

pembatalan sepihak dan tinjauan 

Hukum Islam terhadap keberadaan 

‘urban dalam pembatalan order. 

Sedangkan bedanya dengan penelitian 

ini yaitu memfokuskan pada praktik 

pengambilan uang panjar atas 

pembatalan sewa karena pandemi 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Aisyatun Nadlifah 

“Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap 

Sama-sama meneliti 

tentang panjar dalam 

sewa menyewa. 

Pada skripsi tersebut penulis 

memfokuskan pada alasan menerapkan 

uang muka, proses dan besar uang 

                                                             
20

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 

hlm. 58. 
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Peneliti Terdahulu Persamaan Perbedaan 

Penerapan Panjar 

Dalam Sewa 

Menyewa Rumah 

(Studi Kasus Di 

Sapen Demangan 

Gondokusuman 

Yogyakarta).” 

muka yang ditentukan yang ditinjau 

dari Hukum Islam. Sedangkan bedanya 

dengan penelitian ini yaitu 

memfokuskan pada praktik 

pengambilan uang panjar atas 

pembatalan sewa karena pandemi 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Prasintho Fridolin 

Sunandito, Yusuf 

Hidayat 

“Sistem Urbun/Uang 

Muka/Down 

Payment pada Akad 

Jual Beli Syariah” 

Sama-sama meneliti 

tentang Uang 

muka/Panjar 

Pada jurnal tersebut penulis 

memfokuskan terhadap jual beli 

dengan sistem uang muka. Sedangkan 

bedanya dengan penelitian ini yaitu 

memfokuskan pada praktik 

pengambilan uang panjar atas 

pembatalan sewa adanya pandemi. 

Holijah 

“Asas Kebiasaan 

Pemberian Uang 

Panjer dalam 

Transaksi Jual Beli 

Era Pasar Bebas” 

Sama-sama meneliti 

yang berkaitan 

dengan uang Panjar 

Pada Jurnal Tersebut penulis 

memfokuskan pada perkembangan 

penerapan asas kebiasaan pemberian 

uang panjer pada transaksi jual beli 

dan ditinjau dari hukum positif. 

Sedangkan bedanya dengan penelitian 

ini yaitu memfokuskan pada praktik 

pengambilan uang panjar atas 

pembatalan sewa adanya pandemi. 

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang 

Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat 

Pesta. (Studi Kasus Pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti Desa 

Ayom, Kecamatan Kalianda,  Kabupaten Lampung Selatan)”. Karya Mutiara 

Fiky Utami, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018. 

Pada skripsi tersebut memfokuskan pada pembebanan biaya kerugian atas 

pembatalan sepihak. Jika dibatalkan pada saat alat pesta sudah dikirim maka 
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harus ganti rugi sebesar 75 % dan jika pembatalan sewa dilakukan sebelum 

alat pesta dikirim maka harus mengganti 50 % yang dianalisis berdasarkan 

Hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik sewa menyewa 

pada persewaan Dwi Wijayanti pada dasarnya mubah, karena akad perjanjian 

sewa menyewa yang dilakukan kedua belah pihak telah menunjukan 

kesepakatan. Akan tetapi menurut hukum Islam adalah haram, karena 

pengambilan biaya atas pembatalan sepihak yang dilakukan penyewa dengan 

pembebanan jika dibatalkan pada saat alat pesta sudah dikirim maka harus 

ganti rugi sebesar 75 % dan jika pembatalan sewa dilakukan sebelum alat 

pesta dikirim maka harus mengganti 50 %.
21

 

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pembatalan Order Dan Konsekuensi 

Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer Dalam Perspektif  Ba’i Al-Urban”. 

Karya Luqia Salsabila, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam 

Banda Aceh Tahun 2018. Pada skripsi tersebut memfokuskan pada status 

panjar dalam konsep ‘urban, perhitungan kerugian akibat pembatalan sepihak 

dan tinjauan Hukum Islam terhadap keberadaan ‘urban dalam pembatalan 

order. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam 

penggunaan panjar dapat dilakukan sesuai dengan pendapat ulama mazhab 

Hanbali yang membolehkan untuk menutupi kerugian yang muncul akibat 

                                                             
21 Mutiara Fiky Utami, “Analisis Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya Kerugian Atas 

Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta. (Studi Kasus Pada Persewaan Alat-Alat Pesta 

Dwi Wijayanti Desa Ayom, Kecamatan Kalianda,  Kabupaten Lampung Selatan)”, Skripsi 

(Lmpung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). 
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pembatalan, sedangkan ulama Maliki, Syafi‟i dan Hanafi tidak membolehkan 

karena menurutnya mengandung unsur gharar sehinggga  tidak sah.
22

 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penerapan Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Sapen 

Demangan Gondokusuman Yogyakarta)”. Karya Aisyatun Nadlifah, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Pada 

skripsi tersebut penulis memfokuskan pada alasan menerapkan uang muka, 

proses dan besar uang muka yang ditentukan yang ditinjau dari Hukum Islam. 

Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa penerapan panjar dalam sewa 

menyewa rumah kos sudah lama dilakukan, akan tetapi selama ini belum ada 

surat perjanjian atau bukti otentik. Jadi uang tersebut hanya diserahkan 

penyewa kemudian diterima pemilik sewa dengan disertai ucapan saja. Untuk 

mengatasi para pemilik sewa yang sering mengalihkan hak calon penyewa 

dengan berbagai alasan maka perlu dibuat surat perjanjian yang otentik antara 

kedua belah pihak.
23

 

Keempat, jurnal yang berjudul “Sistem Urbun/Uang Muka/Down 

Payment Pada Akad Jual Beli Syariah”. Karya Prasintho Friholin sunandito, 

Yusuf Hidayat. Menjelaskan bahwa praktik murabahah bil ‘urbu>n 

diperbolehkan secara dalil yakni Al-Qur‟an dan Hadist yang diriwayatkan oleh 

Abdurrazaq dalam mushannaf dari Zaid bin Aslam. Serta kebolehannya dapat 

                                                             
22

 Luqia Salsabila, “Pembatalan Order Dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding 

Organizer Dalam Perspektif  Ba’i Al-Urban”, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh, 2018) 
23

 Aisyatun Nadlifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dalam Sewa 

Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta)”, Skeipsi 

(Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009). 
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dijelaskan secara rinci dan praktiknya dapat melaksanakannya sama-sama rela 

antara kedua belah pihak sehingga adanya sistem ini hanya satu pilihan yaitu 

antara penjual dan pembeli jadi melakukannya atau tidak. Dan jika akan 

melakukan maka harus paham cara dan resiko yang terjadi. Dengan ini maka 

harus saling rela dan ikhlas.
24

 

Kelima, jurnal yang berjudul “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjer 

dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas”. Karya Holijah. Menjelaskan 

bahwa menurut perspektif hukum positif indonesia bahwa transaksi jual beli 

saat ini terus berkembang baik dari berbagai jenis media yang berupa 

konvensional atau melalui elektronik maupun pelaksanaannya yaitu secara 

lisan/ tertulis. Dan perkembangan penerapan asas kebiasan pemberian uang 

panjar dan transaksi jual beli dapat dilakukan dan disadarkan pada kebiasaan. 

Tergantung pada kesepakatan dari penjual dan pembeli.
25

 

Dilihat dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini berbeda dari 

penelitian terdahulu. Baik objek, sudut pandang, dan lokasi yang ada pada 

penelitian terdahulu juga berbeda.  

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, penulis 

menyusun proposal skripsi ini dengan membagi kedalam beberapa bab antara 

lain sebagai berikut: 

                                                             
24

Prasintho Friholin Sunandito, Yusuf Hidayat, “Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment 

Pada Akad Jual Beli Syariah”. Jurnal Vol. V No. 2, 2020, 88. 
25

 Holijah, “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjer dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar 

Bebas”. Jurnal Vol. 31 No. 1, 2019, 31-44. 
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Bab I berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan uraian berupa  

latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika 

pembahasan dan outline. 

Bab II berisi tentang kerangka teori yang menjelaskan uraian tentang 

uang panjar yang meliputi pengertian urbu>n (uang panjar), dasar hukum urbu>n 

(uang panjar), tujuan urbu>n (uang panjar) pada akad sewa dan akad ijarah 

yang meliputi Pengertian akad ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat 

ijarah dan macam- macam ijarah. Serta pembatalan dan berakhirnya akad 

ijarah. 

Bab  III berisi tentang motodologi penelitian yang dilakukan oleh 

penulis yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data 

berupa primer dan sekunder, subjek dan objek penelitian, metode pengumplan 

data, dan metode analisis data.  

Bab IV menguraikan tentang praktik pengambilan uang pajar atas 

pembatalan sewa perlengkapan hajatan karena adanya pandemi dan tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengambilan uang panjar atas pembatalan 

sewa perlengkapan pesta karena adanya pandemi dan penyelesaiannya. 

Bab V berisi penutup terdiri dari kesimpulan, saran dan  kata penutup. 

Kesimpulan pada bab ini berupa pemaparan garis besar yang mencakup 

keseluruhan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang bersifat 

membangun serta kata penutup. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG UANG PANJAR DAN AKAD IJA<RAH 

A. Uang Panjar 

1. Pengertian Al-'Urbu>n (Uang Panjar) 

Al-'Urbu>n   رْب وْن ()ا لْع   secara bahasa berasal dari kata   رّب رْب ن   –ع   -وع 

رْبا ن   ه و  ع  رْب وْن   –و  ع  و   yang artinya seorang pembeli memberi uang panjar. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia uang panjar adalah uang muka 

sebagai pembayaran yang mengikat pembayaran berikutnya.
26

 Sedangkan 

pengertian panjar (‘urbu>n) dipahami bahwa, masyarakat lebih mengenal 

istilah untuk penyebutan uang muka. Ada yang mengenalnya dengan 

istilah uang panjar, uang tanda jadi, uang awal dan banyak lagi. 

Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang 

panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang tersebut 

tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.
27

 

Menurut Abdullah al-Mushlih, uang panjar adalah uang yang 

dibayarkan dimuka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad 

tersebuut dilanjutkan, maka uang muka tersebut masuk dalam harga 

pembayaran. Namun jika tidak dilanjutkan maka uang tersebut menjadi 

milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang sudah 

menunggu selama beberapa waktu.
28

 Dalam jual beli atau sewa menyewa, 

pihak pembeli atau pihak penyewa berhak menentukan pilihhan. Jika 

                                                             
26

 Daryanto, Kamus Bahasa Indoensia Lengkap (Surabaya: Apollo Lestari, 1997), hlm. 465. 
27

 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, hlm. 207. 
28

 Adullah al-Mashlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 

132. 
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transaksi sempurna, maka uang panjar itu menjadi bagian dari harga 

barang dan jika transaksi tersebut tidak sempurna maka uang panjar itu 

akan menjadi miliknya setelah habis masa khiyar (hak untuk menentukan 

pilihan antara melanjutkan transaksi atau tidak).
29

 

Adapun menurut M. Ali Hasan, transaksi dengan uang panjar atau 

urbu>n adalah transaksi yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. 

Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual atau 

penyewa, maka uang muka (uang panjar) yang diberikan kepada penjual 

atau penyewa menjadi miliknya tersebut. Pada masyarakat sekarang lebih 

dikenal dengan uang hangus atau uang hilang yang tidak boleh ditagih lagi 

oleh pembeli atau penyewa.
30

 

Pengertian lainnya adalah jika membeli atau menyewa sesuatu 

dengan memberikan sebagian harta kepada penjual atau peyewa dengan 

syarat, apabila transaksi jual beli atau sewa menyewa tersebut terjadi 

antara keduanya, maka sebagian harga yang telah diberikan itu termasuk 

dalam harga seluruhnya. Sedangkan jika jual beli atau sewa menyewa itu 

tidak berlajut maka sebagian harga yang telah diberikan menjadi pemilik 

barang atau penjual dan tidak bisa dituntut kembali.
31

 Uang panjar juga 

sebagai sarana untuk menjamin ikatan antara pihak-pihak yang 

                                                             
29

 Syaikh Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, Jual Beli yang Dibolehkan dan Dilarang (Bogor: 

Pustaka Ibnu Katsir 2006), hlm. 85. 
30

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalah) Cet. 1 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 131. 
31

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih para Mujtahid (Jakarta: Pustaka Amani, 

2007), hlm.779. 
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bertransaksi sebelum transaksi ysng disepakati secara penuh dan menjadi 

kompensasi bagi penjual yang telah menunggu pada waktu tertentu.
32

 

2. Dasar Hukum Al-'Urbu>n (Uang Panjar) 

a. Dari Kalangan Sahabat Rasulullah Saw. 

Pendapat yang memperbolehkan bai’ al-'urbu>n dari kalangan 

sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam Al-Istidkar, 

Ibn Abd al-Barr menyebutkan hadits riwayatkan oleh Nafi‟ bin Abd al-

Harist, beliau berkata: Umar “Bermuamalah dengan penduduk Makkah 

(Syafyan). Beliau membeli rumah dari Safwan bin Umayah seharga 

empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, umar memberi uang 

panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi‟ memberi syarat, 

jika umar benar-benar jadi membeli rumah ini, maka uang panjar itu 

dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya maka uang panjar 

itu milik Shafwan”.
33

 

b. Dari Kalangan Tabiin 

Pendapat yang memeperbolehkan dari kalangan tabiin ini 

antaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadis yang 

meriwayatkan Ibnu abi Syaibah, bahwa beliau berkata: “Boleh 

hukumnya seseorang memberikan uang panjar berupa garam atau yang 

lainnya kepada si penjual”. Kemudian orang itu berkata: “Jika aku 

                                                             
32

 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 105. 
33

 Idhar, Bentuk-Bentuk Sistem Transaksi Praktik Jual Brli Bawang Merah Ditinjau Hukum 

Ekonomi Islam. Journal Of Aswaja And Islamic Economics, Vol. 01, No. 02 Desember 2002. 141 
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datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, 

kalau tidak maka akan aku berikan untukmu”.
34

 

c. Dari Kalangan Imam Mazhab 

Menurut Imam Madzhab yang membolehkan jual beli dengan 

sistem panjar hanyalah Imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan 

murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan 

bahwa jual beli dengan sistem panjar itu menerapkan asas kepercayaan 

dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang 

pembeli. Jual beli dengan sistem uang muka juga terjadi atas dasar 

adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi dengan tidak adanya 

kemampuan untuk membeli dengan uang tunai. Jadi, bai' al-‘urbu>n 

menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung 

kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar 

kebutuhan hajat menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan).
35

 

Adapun landasan hukum yang dijadikan hujah oleh para ulama 

yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah Firman Allah 

SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: 

بَّطيوي الشَّيٍطٰني مًنى الٍمىسِّ  ذٰلًكى  َ  اىلَّذًيٍنى يىأٍكيليوٍفى الرِّبٰوا لَى يػىقيوٍميوٍفى اًلََّ كىمىا يػىقيوٍيـ الَّذًمٍ يػىتىخى
عًظىةه مىوٍ فىمىنٍ جىاءۤىه  َ  كىاىحىلَّ اللٌٰوي الٍبػىيٍ ى كىحىرَّىـ الرِّبٰوا َ  ا الٍبػىيٍ ي مًلٍلي الرِّبٰواا اًنَّّى َ  باًىنػَّهيمٍ قىاليوٍ 

كى  عىادى  كىمىنٍ  َ   اللٌٰوً  اًلى  كىاىمٍريه َ  سىلىفى  مىا فػىلىو فىانػٍتػىهٰى مِّنٍ رَّبِّو  َ   النَّارً  اىصٍحٰبي  فىايكلٰىِٕۤ
 كٍفى خٰلًدي  فًيػٍهىا ىيمٍ 

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak 

dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan 

                                                             
34

Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli,  hlm. 209. 
35 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli,  hlm. 207. 
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karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka 

berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun 

yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya 

(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah 

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka 

itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 

 

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni berhubungan 

dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas baik 

Al-qur‟an maupun hadis yang melarangnya begitu juga dalam bai' al-

‘urbu>n, yang tidak ditemukan dalil shahih berhubungan dengan 

keharamannya jual beli tersebut. Oleh karena itu, jual beli tersebut 

secara hukum adalah mubah boleh karena zatnya (mubah liz}atihi). 

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Fiqh Al-Islami Wa 

Adillatuhu jual beli dengan uang muka (‘urbu>n) itu sah dan halal 

dilakukan berdasarkan „urf (tradisi yang berkembang). Karena 

sekarang ini jual beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar 

komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian 

kompensasi bahasya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan 

tidak berjalannya usaha.
36 

Jumhur ulama (mayoritas ulama selain Imam Ahmad dan 

pengikutnya) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, 

Imam Malik dan Imam Syafi‟i. Imam Abu hanifah beserta para 

muridnya berpendapat jual beli dengan sistem panjar atau uang muka 

                                                             
36

 Wahbah az- Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu Juz 5, Terj. Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118. 
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hukumnya tidak boleh, dikarenakan dalam jual beli tersebut termasuk 

jual beli yang fasid (rusak). Imam Malik mengatakan bahwa jual beli 

dengan sistem uang muka (down payment) termasuk ke dalam jual beli 

yang batal.
37 

Abu Umar berkata: “Kelompok ulama Hijaz dan Irak, di 

antaranya adalah Imam Syafi‟i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, al Auza‟i 

dan al Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar (bai' al-

‘urbu>n) termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan, dan 

memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bukan 

termasuk pemberian hibah”.
38

 

Lembaga Fiqh Islam di Makkah dalam muktamar yang ke-8 yang 

diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 Muharom tahun 1414 H (21-27 

Juni 1993 M) memutuskan hukum jual beli panjar sebagai berikut: 

a. Yang di maksud dengan bai' al-‘urbu>n (jual beli sistem panjar) adalah 

menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si 

penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang 

muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun jika 

tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang tersebut menjadi milik 

penjual. Selain berlaku untuk jual beli bai' al-‘urbu>n juga berlaku 

untuk sewa-menyewa. Karena sewa-menyewa termasuk akad jual beli 

atas manfaat. 

                                                             
37 Salsabilla, “Studi Penggunaan Uang Panjar Dari Reseller Kepada Supplier Busana 

Muslimah Di Pasar Besar Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi 

(Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019). 
38 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli,  hlm. 213. 
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b. Bai' al-‘urbu>n dibolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan 

panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli jadi 

membeli barang tersebut atau uang panjar dihitung dari harga barang. 

Namun apabila tidak jadi membelinya,maka uang panjar menjadi milik 

penjual.
39

 

3. Tujuan Al-'Urbu>n (Uang Panjar) pada Akad Sewa 

Belakangan ini transaksi sewa menyewa dengan menggunakan 

urbun atau panjar banyak diterapkan terutama dalam sewa menyewa 

yang sifatnya pesanan. Sewa menyewa yang dalam transaksinya 

menggunakan urbun dilakukan dengan dasar dalil. ‘Urf yaitu adat 

kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. 

Tujuan dari diterapkannya sistem pembayaran dengan menggunakan 

panjar adalah sebagai symbol tanda jadi atau pengikat antara penyewa 

dan pemilik sewa. Sehingga antara kedua belah pihak tesebut memiliki 

ikatan dan saling merasa terjamin atas transaksi yang dilakukan. Uang 

panjar diterapkan agar meminimalisir terjadinya unsur penipuan dan 

pembatalan dalam transaksi sewa menyewa yang terjadi.  

Simpanan uang panjar memiliki beberapa tujuan :
40

 

1. Simpanan uang panjar menunjukan kesungguhan penyewa agar tidak 

membetalkan sewanya. 

                                                             
39 Kamaruddin dan Sukman, Penyewaan Lapangan Futsal Dengan Sistem Panjar (Studi 

Kasus Di Nou Camp Batakan). Jurnal Ats Tsarwah, Vol. 2, No.2 2022, 71. 
40

 Frank e. Vogel Dan Samuel L. Hayes, Hukum Keuangan Islam: Konsep. Teori Dan 

Praktik (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 189. 
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2. Simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung pemilik 

sewa dan sebagai biaya kerugian lain yang muncul seandainya 

kontraknya gagal. 

B. Akad Ija>rah 

1. Pengertian akad Ija>rah 

Pengertian akad menurut para fukaha dibagi menjadi dua yaitu 

dalam arti umum dan arti khusus. Pengertian umum berkembang 

dikalangan fuqaha Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabillah, yaitu: “Akad 

adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, 

baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan talak dan 

sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam 

menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa dan 

gadai” dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad mencakup iltizam 

(kewajiban) dan tasarruf syar‟i secara mutlak, baik iltizam tersebut timbul 

dari satu orang atau lebih.  

Dalam fikih muamalah, akad harus dilandasi dengan beberapa asas, 

karena tanpa asas suatu perbuatan atau tidak termasuk muamalah, berikut 

di antaranya: 

a. Asas Kebolehan atau Mubah 

Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan sebagian dari 

hubungan muamalah sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh al-

Qur‟an dan as-Sunnah. Dengan kata lain, pada dasarnya sebagian dari 

hubungan muamalah boleh dilakukan, kecuali kalau telah ditentukan 
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lain dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah. Ini berarti bahwa Islam memberi 

kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan 

bentuk dan macam hubungan muamalah sesuai dengan perkembangan 

zaman dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kaidah fikih sebagai 

berikut: 

ا بىا حىةي إًلََّ اىفٍ يىديؿَّ دىليًٍله عىلىى تَىٍريًٍْهى يعىا مىلاىتً الًٍْ
 الأىصٍلي فِ الم

“Pada dasarnya, segala bentuk mu‟amalat boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya” 
 

b. Asas Kemaslahatan Hidup 

Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan 

kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup 

adalah asas yang mengandung makna segala sesuatu yang 

mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Melalui 

asas ini kaidah hukum al-‘a>datu muhakkamat, kebiasaan yang baik 

dalam suatu masyarakat, berlaku sebagai hukum islam bagi umat islam, 

mendapat pembenaran. 

c. Asas Kebebasan dan Kesukarelaan 

Asas ini mengandung arti bahwa selama teks al-Qur‟an dan 

sunnah Nabi Muhammad tidak mengatur suatu hubungan muamalah, 

selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan 

masing-masing. Asas ini bersumber dari al-Qur‟an  surat Al-Nisa ayat 

29. 
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َ  ا اىمىوىالىكيمٍ بػىيػٍنىكيمٍ باًلٍبىاطًلً  َ    كيليوٍ  َ  مىنػيوٍا لَى تىا َ  اىيػُّهىا يػُّهىا الَّذًيٍنى ا َ   اىفٍ  م اًلََّ 
تىكيوٍ فى تًِىارىةن عىنٍ تػىرىا ضو مِّنٍكيمٍ 

ا اىنػٍفيسىكيمٍ َ  كىلَى تػىقٍتػىليوٍ  َ  
اًفَّ اللهى كىافى بًكيمٍ رى  َ  

 حًيٍمنا 
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 

kamu.” 

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu 

perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak 

dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, 

dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika ini terjadi dapat 

membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan 

keikhlasan dan itkad baik dari para pihak. 

d. Asas Menolak Mudarat dan Mengambil Manfaat 

Asas ini mengandung makna bahwa harus dihindari segala 

bentuk hubungan muamalah yang mendatangkan kerugian (mudarat) 

dan mengembangkan hubungan muamalah yang bermanfaat bagi diri 

sendiri dan masyarakat. Dalam asas ini terkandung juga pengertian 

bahwa menghindari kerusakan harus diutamakan dari memperoleh 

keuntungan dalam suatu transaksi seperti perdagangan narkotika, 

prostitusi, dan mengadakan perjudian misalnya. 

e. Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak 

Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan muamalah, 

para pihak harus mengutamakan penunaian kewajibannya lebih dahulu 

dari menuntut hak. Dalam sistem ajaran Islam, orang baru memperoleh 

haknya, misalnya mendapat imbalan (pahala), setelah ia menunaikan 
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kewajibannya terlebih dahulu. Asas penunaian kewajiban lebih dahulu 

dari penuntutan hak merupakan kondisi hukum yang mendorong 

terhindarnya wansprestasi atau ingkar janji. 

f. Asas Tertulis atau Diucapkan di Depan Saksi 

Asas ini mengandung makna bahwa hubungan muamalah 

selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis dihadapan saksi-saksi 

(QS. al-Baqarah (2): 282). Namun, dalam keadaan tertentu, perjanjian 

itu dapat saja dilakukan secara lisan dihadapan saksi-saksi yang 

memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas 

orangnya. 

g. Asas Persamaan dan Kesetaraan 

Asas ini mengandung makna bahwa manusia dalam melakukan 

muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain, dan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan dan 

kesetaraan, seperti tercantum dalam surat an-Nahl ayat 71.
41

 

h. Itikad baik 

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu 

akad harus melaksanakan isi perjanjian atau prestasi berdasarkan itikad 

baik dari para pihak untuk tercapainya tujuan akad.
42
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Sedangkan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu 

benda. Jadi dalam hal ini tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain 

terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari barang 

yang disewakan tersebut.  Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, 

merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian 

ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa 

berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan 

(mu’ajjir) wajib menyerahkan barang (ma’jur) kepada penyewa 

(musta’jir). Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka, 

penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).43 Sewa menyewa 

menurut bahasa disebut dengan ija>rah  merupakan akad yang sudah ada 

sejak dulu, jauh sebelum Islam datang, akad ini sudah berjalan lama bagi 

manusia dalam memenuhi kebutuhan dan digunakan sebagai bentuk tolong 

menolong antara sesama.  

Kata ija>rah diderivasi dari bentuk fi‟il “ajara-ya’juru-ajran” yang 

semakna dengan kata al-‘iwadh yang mempunyai arti ganti dan upah. 

Adapun ija>rah secara terminologis adalah transaksi atas manfaat yang 

mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam 

tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas pekerjaan yang 

diketahui dengan upah yang diketahui pula.
44
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Ija>rah berasal dari bahasa arab yang seakar dengan al-ajr yang 

dapat diartikan sebagai pahala.
45

 Pahala dalam konsep pemikiran Islam 

adalah upah atau ganti rugi atas suatu pekerjaan atau barang. Sewa 

menyewa merupakan akad tukar menukar, hanya dalam ija>rah atau sewa 

menyewa ini, sifatnya temporal (dibatasi oleh waktu) sedangkan jual beli 

(bay’) bersifat permanen dan tidak dibatasi oleh waktu.
46

 Idris Ahmad 

dalam bukunya yang Fiqh Syafi’i. Berpendapat bahwa ija>rah berarti upah 

mengupah, hal ini karena beliau menerangkan rukun dan syara upah 

mengupah, yaitu mu’jir (yang memberikan upah atau yang menyewa) dan 

musta’jir (yang menerima upah untuk melakukan sesuatu), sedangkan 

dibukunya Kamaludin A. Marzuqi sebagai  penerjemah Fiqh Sunnah karya 

Sayyid Sabiq menjelaskan makna ija>rah dengan sewa menyewa.
47

 

Dari kedua buku diatas terdapat perbedaan makna kata ija>rah dari 

bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara kata sewa dan upah juga 

memiliki perbedaan makna operasional, sewa diartikan sewa benda 

contoh, seorang menyewakan sebuah mobil untuk beberapa hari. 

Sedangkan upah digunakan untuk makna tenaga contoh, pak ratum 

membayar tukang ojek karena sudah mengantarnya ke bank, dan didalam 

bahasa Arab baik sewa-menyewa ataupun upah disebut juga ija>rah.48 Maka 

dilihat dari obyeknya ija>rah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 
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ija>rah yang obyeknya manfaat barang/benda disebut sewa, dan ija>rah yang 

obyeknya jasa (tenaga seseorang) disebut upah. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang 

dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai 

pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. 

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ija>rah adalah sejumlah uang yang 

dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan pada seorang pekerja atas 

jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam 

bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan 

atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang 

dibayarkan atas jasa dalam produksi. 

Ada beberapa definisi ija>rah yang dikemukakan oleh para ulama:
49

 

1) Ulama mazhab Syafi‟i 

ةًبًعًوىضو مىعٍليوٍوـ   عىقٍده عىلىى مىنفىعىةو مقٍصيودىةو مىعٍليوٍمىةو ميبىا حىةو قىا بلًىةو للًٍبىذٍؿً كىا لًْبىا حى
Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat 

bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu. 

2) Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan: 

 عىقدهعىلى مىنىا فً ى بًعًوىضً 
Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.  

3) Ulama Malikiyah mendefinisikannya: 

لًٍيكي مىنىا فًً  شىيءً ميبىا حىةو ميدَّةن مىعٍلهوًـ بًعًوىضً   تَى
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Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu 

tertentu dengan suatu imbalan. 

4) Ulama  mendefinisikannya: 

نىا فًً  تػىنػٍعىقًدي بلًىفٍظً الًأ جىارىةً  هُيىا كىالٍكىرىاءً كىماى فِ مىعٍنىا كىىًيى عىقدهعىلىي الٍمى  
suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan afal ija>rah 
dan kara’ dan semacamnya. 

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dijelaskan 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ija>rah atau sewa menyewa 

adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat tersebut terkadang 

berupa manfaat benda, pekerjaan, dan tenaga. Manfaat benda antara 

lain meliputi mengendarai mobil atau mendiami kontrakan, manfaat 

pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, dan manfaat tenaga seperti para 

pembantu dan buruh tani.
50

 Ija>rah ini mirip dengan jual beli, tetapi 

keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan 

ija>rah objeknya adalah manfaat dari benda atau jasa seseorang. Oleh 

karena itu tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil 

buahnya karena buah itu benda bukan manfaat. Demikian juga tidak 

diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu 

bukan manfaat, melainkan benda.
51

 

Sedangkan secara istilah akad ija>rah adalah pemindahan hak 

guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan 

adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 
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kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karnanya, mazhab Hanafi 

mengatakan bahwa ija>rah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.
52

 

Ija>rah adalah suatu perjanjian sewa-menyewa barang dalam 

tenggat waktu yang telah ditentukan dengan cara pembayaran sewa 

atau imbalan jasa.
53

 ija>rah adalah kepemilikan jasa dari seorang mu’jir 

(orang yang menyewa jasa) oleh musta’jir (orang yang mengkontrak 

tenaga/jasa),  serta pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh seorang 

‘ajir. Dengan kata lain ija>rah merupakan transaksi jasa dengan disertai 

kompensasi.
54

 

Ija>rah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau 

transaksi atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek 

transaksi adalah manfaat atau jasa dari benda maka disebut ija>rah 

al’Ain, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa seseorang 

disebut ija>rah ad-Dzimah atau upah mengupah. Meskipun objek 

transaksinya berbeda dalam konteks fiqh disebut ija>rah.55 

2. Dasar Hukum Ija>rah 

Pada dasarnya ija>rah adalah akad yang berbentuk sewa menyewa 

maupun upah mengupah. Akad ija>rah tidak jauh berbeda dengan akad 

muamalah lainya seperti musyarakah, musaqah, mudharabah, gadai, dan 
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jual beli yang memiliki hukum asal mubah (boleh), kecuali ada dalil yang 

mengharamkan.
 56

  

Adapun beberapa pendapat Jumhur Ulama tentang diperbolehkanya 

ija>rah disyariatkan oleh Al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟. 

1) Q.S Al-Thala>q (65): 6: 

نٍتيم مًنٍ كُّجٍدكًيمٍ كىلَى تيضىا رُّكٍىينَّ لتًيضىيػِّقيوا عىلىيهًنَّ  كىاًفٍ كينَّ  َ  اسٍكًنػيوٍىينَّ مًنٍ حىيثه سىكى
فىاًف اىرٍضىعٍنى لىكيمٍ فىاٰ تيوىينَّ  َ  نَّ ايكلٰتً حَىٍلو فىاى نٍفًقيوٍا عىلىيٍهًنَّ حىتٌّٰ يىضىعنى حَىٍلىهي 

ريا بػىيػٍنىكيمٍ بِىعٍريكؼو  َ  ايجيورىىينَّ   كىاًفٍ تػىعىا سىرٍتُي فىسىتػيرٍضً ي لىوه ايخٍرل َ  كىأٍتَىً
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang 

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai 

mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada 

mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, 

maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya.
57

 

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah memberi upah 

bagi para ibu yang telah diceraikan suaminya. Upah tersebut untuk 

membayar upah menyusui anaknya (anak hasil hubungan mereka) 

yang ditangguhkan kepada pihak ayah (suami). Apabila ibu 

kesusahan dalam menyusui anaknya dibolehkan untuk menyewa 

orang lain untuk menyusui anaknya dengan ganti akan memberinya 

upah. 
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2) Q.S Al-Qashas (28): 26: 
يػٍرىمىنً اسٍتىأجىرٍتى الٍقىوًيُّالأىمًيي  َ  قىا لىتٍ إًحٍدىهُيىا يىأى بىتً اسٍتىأجًرهي    إًفَّ خى

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada 

kita) ialah orang yang lagi dapat dipercaya.
58

 

Penjelasan tentang ayat diatas ialah  salah seorang dari 

kedua wanita yang disuruh untuk menjemput Nabi Musa AS, lalu 

menyuruh orang tuanya untuk bekerja padanya khusus untuk 

menggembalakan kambing miliknya, karena sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil bekerja pada kita ialah orang 

yang kuat lagi dapat dipercaya. Sebagai gantinya Nabi Musa akan 

dinikahkan dengan salah satu dari anaknya, atas dasar telah bekerja 

kepadanya. 

3) Hadis Ibnu ‘Umar 

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an, 

hadis yang menjelaskan kebolehan upah-mengupah (ija>rah), 

Rasulullah SAW bersabda: 

عىن ابنً عيمىرى رىضًيى الله عىنػٍهيمىا قاؿ: قىاؿى رىسيوٍؿي الله صىلَّى الله عىلىيوً كىسىلَّم : أى عٍطيوا 
فَّ عىرىقهوي الأىجًيػٍرى أجٍرىهي قػى   بٍلى أىف يَىً

Dari Ibnu „Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

“Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum 

keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)
59
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Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam  yang menggunakan 

jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka pemberi 

kerja harus memberi upah segera tidak boleh menunda-nundanya. 

Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran.
60

 

4) Hadis Ibnu „Abbas 

: اًحٍتًجىمى رى  سيوٍؿي اللٌوً ص.ـ.كى اىعٍلىى الَّذًل حٍجىمىوي أىجٍرىهي عىنً ابٍنً عبَّاسو قاىؿى

(مكىلىوكٍىافى حىراىمنا لَىٍ ييعطتًوً )ركاه البخار   

 “Dari Ibnu Dari Ibnu „Abbas, ia berkata: Rasulullah Saw 

pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu 

upah, dan sekiranya haram niscaya ia tidak memberikannya”.
61

 

5) Ijma’ 

Ijma‟ merupakan hukum ketiga setelah al-Qur‟an dan 

Hadis. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ini ija>rah telah 

disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama 

yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat 

sangat membutuhkan akad ini. Akad ija>rah diperbolehkan karena 

mendatangkan suatu manfaat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid 

Sabiq: “dan atas diisyaratkan sewa menyewa maka umat Islam 

sepakat untuk menjalankanya, tanpa dianggap (serius) pendapat 

orang yang berbeda tentang kesepakatan ijma‟ para ulama”. 
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Karena ija>rah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau 

jasa, tanpa memindahkan kepemilikanya.
62

 

Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah 

disepakati oleh para ahli hukum islam. Hal tersebut dikarenkan 

masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyatan 

kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa 

rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak 

memiliki tempat tinggal. Dengan diperbolehkannya ijarah maka 

orang yang tidak memiliki rumah tersebut bisa menempati rumah 

orang tersebut yang tidak digunakan, dengan memberi imbalan 

yang telah disepakati.
63

 

3. Rukun dan Syarat Ija>rah 

Suatu akad tidak pernah terlepas dari kerangka atau rukun-rukun 

yang membuat suatu akad itu sempurna. Rukun adalah unsur-unsur 

dalam membentuk sesuatu sehingga dengan adanya unsur tersebut 

sesuatu itu dapat terwujud atau terbentuk, apabila salah satu rukun 

tidak terpenuhi maka suatu akad itu tidak bisa dilaksanakan. Menurut 

Hanafiah, rukun ija>rah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yakni 

pernyataan dari orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. 

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun ija>rah terbagi menjadi 

empat, yaitu: 
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1) ‘Aqid, 

„Aqid adalah orang yang melaksanakan akad sewa-

menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah 

disebut mu’jir dan yang menerima upah musta’jir. Untuk kedua 

belah pihak yang melakukan akad yang disyaratkan 

berkemampuan, yaitu kedua duanya berakal dan dapat 

membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak 

kecil yang belum bisa membedakan baik maupun buruk, maka 

akad yang berlangsung tidak sah.64 

2) S}ighat, yaitu ijab dan qabul, 

S}ighāt adalah pernyataan kehendak yang lazim yang terdiri 

dari ijab dan qabul, ijab dan qabul boleh dengan lisan, tulisan dan 

isyarat. Dalam hukum perikatan islam, ijab diartikan dengan suatu 

pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk 

melakukan atau tidak. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan 

yang diucapkan dari pihak yang berakad untuk menerima 

kehendak dari pihak pertama setelah ijab.
65

 

3) Ujrah (upah), 

Upah adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi kerja 

kepada Musta’jir atas jasa dan manfaat yang telah diambil oleh 

Mu’jir. Dengan syarat bahwa: Sudah diketahui jumlah upah, tidak 
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sah ijarah apabila upah tidak diketahui. Upah ini dapat berupa 

uang atau benda lain yang jela sesuai ketentuan awal yang telah 

disepakati. 

4) Manfaat 

Barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang 

bekerja harus memiliki manfaat yang jelas. Hal ini agar terhindar 

dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang 

akan disewakan atau pekerjaan yang akan dilakukan.
66

 Ketika 

memperkerjakan seseorang harus ditentukan terlebih dahulu jenis 

pekerjaan dan besaran upah yang jelas, apabila tidak jelas maka 

hukumnya fasid. 

Setiap rukun yang berlangsung membentuk suatu akad maka 

perlu syarat-syarat agar suatu rukun itu berjalan dengan syariat dan 

membentuk akad yang sempurna.
67

 Seperti halnya akad jual-beli, 

syarat  ini juga terbagi menjadi empat jenis persyaratan, yaitu: 

1) Syarat terjadinya akad (syarat in’iqad) 

Syarat terjadinya akad (syarat in’iqad) berkaitan dengan 

akad, dan objek akad. Syarat bagi kedua belah pihak yang 

melakukan akad ija>rah adalah orang yang telah baligh dan berakal 

(Mazhab Syafi‟i dan Hanbali).
68

 Sehingga apabila orang tersebut 

tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, apabila 
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menyewakan harta atau dirinya maka ija>rah nya tidak sah. Berbeda 

dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang 

yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang 

sudah mumayyiz (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad 

ijarah dengan syarat harus diketahui oleh walinya
69

. 

2) Syarat kelangsungan Akad (Nafdz) 

Untuk kelangsungan (nafdz) akad ija>rah diisyaratkan 

terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila pelaku 

„aqid tidak mempunyai hak kepemilikin atas barang, seperti akad 

yang dilakukan fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang 

lain tanpa sepengetahuanya atau tanpa izin), maka akad tersebut 

tidak bisa dijalankan. Menurut pendapat Syafi‟iyah dan Hanabilah 

yang menganggap bahwa hukumnya batal, seperti halnya jual beli. 

Hal ini berbeda dengan pendapat Hanafiah dan Malikiyah jika 

terjadi hal demikian maka sifat status akadnya ditangguhkan 

(mauquf) hingga memperoleh izin dari pemilik barang.
70

 

3) Syarat Sahnya Ija>rah 

Untuk sahnya ija>rah harus dipenuhi syarat yang berkaitan 

dengan ‘aqid (pelaku), ma’qud ‘alaih (objek), ujrah (upah) dan 

akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut.
71
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a) Persetujuan kedua belah pihak berakad. Apabila salah satu dari 

pelaku dalam keadaan terpaksa atau dipaksa berakad dianggap 

tidak sah. Dalam hubungan manusia satu dengan yang lain 

yang diatur dalam fikih muamalah sehingga memperoleh, 

mengelola, dan mengembangkan harta benda harus dilandasi 

unsur saling rela (an-taraddin) dengan kesepakatan para 

pihak.
72

 Syarat ini didasari oleh firman Allah dalam Q.S An-

Nisa (4): (29): 

يػٍنىكيم باًلٍبىطًلً إًلََّ أىنػٍتىكيو فى تًِىرىةن عىن بػى لىكيمٍ ى يىأىيػُّهىا الَّذًينى ءىامىنيو أ لَى تىأٍ كيليوا أىمٍوى 
 اللَّوى كىا فى بًكيمٍ رىحًيمناإًفَّ  َ  كىلَى تػىقٍتػيليوا أىنػٍفيسىكيمَ  تػىرىاضو مِّنٍكيمٍ 

Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka 

sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu 

membunuh dirimu.
73

 

 

b) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui 

secara jelas, agar tidak terjadi perselisihan antara ‘aqid. Untuk 

menghindari perselisihan bisa dengan cara melihat langsung 

dan menyebutkan kriteria dan sifat secara detail dari objek 

akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan 

jelas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang 
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akan diambil berupa jasa atau tenaga, maka jenis pekerjaan 

harus dijelaskan ketika transaksi dilakukan.
74

 

c) Manfaat objek dari akad ija>rah adalah hal yang diperbolehkan 

oleh agama, apabila tidak diperbolehkan oleh agama atas suatu 

manfaat dari objek ija>rah maka akadnya tidak sah. Contoh 

seperti menyewa seseorang unutuk melukai orang lain. 

Larangan untuk meninggalkan ija>rah yang tidak sah 

berdasarkan kaidah fiqh. 

ىعىا صًى لَىيَىيوٍزي 
سٍتًأجىاري عىلىى الم  الًٍْ

Menyewa untuk suatu kemaksiatan itu tidak boleh  

Para ulama fiqh juga berbeda pendapat tentang menyewa 

seseorang untuk menjadi mu’azin, seseorang yang mengajar al-

Qur‟an, dan imam sholat. Madzhab Hanafi dan Hanbali melarang 

(hukumnya haram) karena termasuk untuk ibadah.
75

 Sementara 

Malikiyah dan Syafi‟iyah membolehkan sewa macam ini karena 

mengajarkan al-Qur‟an termasuk dalam pekerjaan yang jelas.
76

 

a) Objek ija>rah (ma’qud ‘alaih) harus dapat dipenuhi, baik hakiki 

maupun syar’i. Karena itu, tidak sah apabila menyewakan 

sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti 

menyewakan jasa kuda liar untuk dikendarai. Atau tidak bisa 

dipenuhi secara syar’i, seperti menyewa jasa perempuan yang 

sedang haid untuk membersihkan masjid. 
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b) Orang yang disewa untuk melakukan pekerjaan dilarang 

mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, dengan demikian 

akad ija>rah tidak sah.
77

 

c) Yang disewakan bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa, misal 

menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat untuk dirinya 

sendiri. Para ulama fiqh sepakat bahwa ija>rah macam ini tidak 

lah sah.
78

 

d) Upah atau imbalan dalam akad ija>rah harus jelas, tertentu dan 

bernilai harta. Untuk mengetahui apakah bernilai atau tidak 

yaitu dengan cara melihat atau mensifati. Karena upah adalah 

harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga 

disyaratkan harus diketahui secara jelas.
79

 Adapun syarat yang 

berkaitan dengan upah itu sendiri: 

(1) Upah harus berupa ma>l mutaqawwim yang diketahui. 

Ulama sepakat tentang ini. Syarat ma>l mutaqawwim 

diperlukan dalam ija>rah, karena upah (ujrah) merupakan 

harga atas manfaat itu sendiri, sama seperti harga barang 

dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” 

didasarkan kepada hadis Nabi SAW:
80

 

: مىنً كىعىنٍ أى  رىضًيى االَّوي عىنوي أىفَّ النَّبَِّ صىلَّى اللَّو عىلىيوً كىسىلَّم قىا ؿى
عًيدو بٍِ سى

 اسٍتىأٍ جىرى أىجًيرنا فىلييسىمِّ لىوي أىجٍرىتىوي 
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Dari Abi Sa‟id bahwa sesungguhnya Nabi SAW 

bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, 

hendaklah ia menyebutkan bagianya upahnya.
81

 

 

Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk 

menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. 

Penentuan upah bisa didasarkan atas urf atau adat 

kebiasaan.
82

 Misalnya, bayar ongkos kendaraan angkutan 

kota, bus, atau becak yang sudah lazim berlaku, meskipun 

tanpa menyebutkan, hukumnya sah. 

(2) Upah atas sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat 

ma’qud ‘alaih. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis 

manfaat barang yang disewakan, maka akad ija>rah tidak 

sah. Misal menyewa mobil namun bayarnya dengan mobil 

si penyewa, sawah dengan sawah.
83

 

4) Syarat mengikatnya akad ija>rah (Syarat Luzum) 

Agar akad ija>rah itu mengikat, maka syarat dua hal, yaitu 

benda yang di sewakan harus terhindar dari cacat yang dapat 

menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Maka orang yang 

menyewakan (Musta’jir) memiliki hak khiyyar (memilih untuk 

meneruskan dengan pengurangan uang sewa dan membatalkan).
84

 

misal ada seseorang yang menyewa mobil namun ditengah 

perjalanan mobilnya mogok. Apabila mobil yang disewakan rusak 
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berat makan penyewa memiliki hak untuk membatalkanya, seperti 

halnya menyewa rumah namun sebagian akan runtuh maka 

penyewa mempunyai hak untuk membayar sebagian atau 

membatalkanya. 

4. Macam-Macam Ija>rah 

Berdasarkan pengertian dan syarat ija>rah diatas, maka ija>rah 

dikelompokan menjadi dua bagian: 

1) Ija>rah atas manfaat (ija>arah ‘ala al-manafi), disebut juga sewa-

menyewa yang mana objek akadnya adalah manfaat dari suatu 

barang. Seperti menyewakan rumah unutk ditinggali, baju untuk 

dipakai. Dalam akad ini dilarang memanfaatkan untuk kepentingan 

yang dilarang oleh syara’. Akad sewa ini baru sah bila dijelaskan 

peruntukanya. 

2) Ija>rah atas pekerjaan (ija>rah ‘ala ‘amal), atau lebih dikenal upah-

mengupah yang objek akadnya adalah amal atau pekerjaan 

seseorang. Misal membangun rumah, menjahit baju, mencuci baju. 

Menurut ulama fikih sewa menyewa ini hukumnya boleh atau 

mubah apabila jenis pekerjaannya itu jelas.
85

 

A>jir atau tenaga kerja dibagi menjadi 2 macam: 

1) A>jir tenaga khusus (khass), yaitu orang yang bekerja pada satu 

orang dalam masa tertentu. Dalam kasus ini orang yang bekerja 

dilarang untuk bekerja dengan orang lain kecuali dengan orang 
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yang mempekerjakan.
86

 Contohnya sepeti seseorang yang bekerja 

sebagai pembantu pada orang tertentu. 

2) A>jir musytarak, adalah tenaga kerja yang bekerja dengan 

profesinya dan tidak terikat dengan orang tertentu, dia 

mendapatkan upah karena profesinya sendri.
87

 A>jir musytarak 

hukumnya adalah boleh bekerja dengan semua orang, dan orang 

mempekerjakan tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang 

lain.
88

 

C. Pembatalan Dan Brakhirnya Akad Ija>rah  

Menurut ulama hanafiyah sebagaimana yang dikutip Much. 

Nurachmad bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan 

sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seprti salah 

satu pihak wafat atu kehilangan kecakapan dalam bertindak dalam hukum. 

Jumhur ulama berpendapat lain bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat 

kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.
89

 

Terdapat alasan (uzur) yang dapat membatalkan akad ija>rah. Misal 

uzur pada salah seorang yang melakukan akad baik musta’jir maupun 

mu’ajir, atau uzur yang terdapat pada ma’qud ‘alaih. Maka menurut 

pandangan Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad. Sementara 

jumhur ulama berpendapat selama tidak hilang manfaat dari objek akadnya 

maka tidak batal. 
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Uzur yang menyebabkan fasakh dibagi menjadi tiga macam, 

diantaranya: 

1. Uzur dari pihak musta’jir, misalnya dalam memperkerjakan pekerja 

sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak 

menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia. 

2. Uzur dari pihak yang menyewakan, misal yang menyewakan memiliki 

hutang banyak dan tidak ada jalan lagi kecuali menjual barang yang 

disewakan.
90

 

3. Uzur yang berkaitan dengan barang yang disewakan sesuatu yang disewa. 

Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk 

digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk kampung 

berpindah ke tempat lain, maka mu’jir tidak perlu membayar upah sewa 

kepada musta’jir, atau apabila ada seseorang yang menyewa petugas 

untuk bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh Undang-Undang.
91

  

Berakhirnya akad ija>rah berdasarkan waktu yang telah ditetapkan 

saat akad.
92

 Atau akad ija>rah berakhir karena terjadi sesuatu karena hal-hal 

berikut: 

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini berdasarkan 

madzhab Hanafiah. Sedangkan menurut para ulama, kematian yang 

terjadi pada salah satu pihak tidak mengakibatkan berakhirnya akad, 

dikarenakan ija>rah merupakan akad yang lazim, dimana musta’jir 
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memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus menjadi 

hak milik yang tetap, sehingga dapat berpindah kepada ahli waris.
93

 

2. Iqalah atau pembatalan oleh kedua belah pihak 

3. Cacat atau rusaknya barang yang disewakan, sehingga tidak mungkin 

ija>rah diteruskan. 

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan.
94

 

5. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur, misalnya sewa tanah 

untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum 

bisa dipanen. Dalam hal ini ija>rah dianggap belum selesai.
95
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan 

dianalisis secara ilmiah sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.
96

 Dalam metode 

penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa aspek terpenting diantaranya 

sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian (research) merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 

dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi dari penelitian adalah 

mencari penjelasan atas jawaban terhadap permasalahan serta memberikan 

alternatif kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan suatu 

masalah.
97

 Dalam metode penelitian terdapat beberapa jenis penelitian yang 

dikelompokan menjadi beberapa kategori yaitu penelitian pustaka (library 

research) dan penelitian lapangan (field research).
98

 Penelitian yang penulis 

akan lakukan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi 

didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti, 

dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol persial terhadap situasi 
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di lapangan.
99

 Dalam metode ini peneliti mengumpulkan data dengan cara 

wawancara, observasi dan pengamatan untuk menemukan data yang akan 

dibutuhkan. Metode penelitian kualitatif bersifat natural apa adanya, dalam hal 

ini metode kualitatif lebih bersifat induktif, peneliti sendiri harus mendatangi  

langsung ke lokasi guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas.100  

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian ini akan 

menguraikan tentang Pengambilan Uang Panjar Atas Pembatalan Sewa 

Perlengkapan Hajatan Pada Lindu Aji Property Karena Pandemi Covid-19 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

B. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, pendekatan penelitian yang 

digunakan yaitu menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, pada dasarnya 

adalah penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya sebagai 

penambahan unsur sosiologis yaitu untuk mengidentifikasi keadaan sosial. 

Metode sosial adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-

penyelidikan yang dirancang untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan 

sosial, gejala sosial atau praktik-praktik sosial.101 Dari pengertian penelitian 

pendekatan normatif-sosiologis diatas peneliti melakukan wawancara 

langsung kepada pemilik dan karyawan Lindu Aji Property yang bertujuan 

untuk mendapatkan informasi secara akurat terhadap objek yang diteliti. Yang 

kemudian untuk bahan analisis.  
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data pokok utama atau data yang diambil subjek 

aslinya atau langsung diperoleh dari subjek penelitian.
102

 Peneliti 

melakukan penelitian langsung ke lapangan bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan membuktikan fakta yang ada di lapangan, dalam 

hal ini peneliti memperoleh data melalui wawancara atau data-data yang 

lain mengenai pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa. Data 

primer yang diperoleh berasal dari informasi melalui wawancara dengan 

berbagai pertanyaan secara langsung yang dilakukan peneliti bersama 

narasumber diantaranya owner, karyawan, dan penyewa.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang 

didapat secara langsung oleh peneliti, yaitu berupa buku-buku, jurnal 

penelitian, artikel, internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

materi penulisan skripsi ini. Sumber data sekunder ini adalah data tertulis 

atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber yang sifatnya 

melengkapi data yang yang diperoleh dari data primer.
103

 Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dengan beberapa buku. Adapun buku yang 

peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah buku karya M. Ali 

Hasan yang berjudul Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, buku 

karya Ahmad Wardi yang berjudul Fiqh Muamalah, buku karya Sayyid 
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Sabiq yang berjudul Fikih Sunnah, jurnal karya Rio Ch. Randonuwu  yang 

berjudul Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa 

Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuhperdata, dan buku buku serta artikel 

jurnal lainnya yang berkaitan dengan uang panjar, perjanjian sewa 

menyewa, dan hukum ekonomi syariah. 

D. Subyek dan obyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang dituju yang dapat memberikan 

informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang biasa disebut dengan 

informan.
104

 Yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu pemilik 

perlengkapan hajatan, pekerja yang bekerja dengan pemilik perlengkapan 

hajatan dan penyewa perlengkapan hajatan. Subyek yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni teknik 

pengambilan sampling berdasarkan kapasitas yang benar-benar paham 

dibidangnya.
105

 Sampel yang dipilih adalah sampel yang sesuai dengan tujuan 

penelitian dan merupakan individu yang mudah ditemui atau didekati 

peneliti.
106

 

Sehingga dalam hal ini penulis mengambil data melalui pemilik sewa, 

karyawan, dan penyewa yang ada di Lindu Aji Property Banjarnegara. 

1. Informan pemilik Lindu Aji Property yaitu orang yang memiliki 

perlengkapan hajatan untuk disewakan. 
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2. Informan karyawan yaitu orang yang bekerja dengan Lindu Aji Property 

3. Informan penyewa yaitu orang yang menyewa perlengkapan di Lindu Aji 

Property. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu bapak 

Imam Solikhin selaku Owner Lindu Aji Property, salah satu karyawan 

yang bekerja di Lindu Aji Property yaitu bapak Hidayat, dan 10 penyewa 

dari 40 penyewa yang melakukan pembatalan sewa. Responden tersebut 

dipilih karena sesuai dengan tujuan peniliti dan mudah ditemui. Berikut 

daftar nama responden: 

No. Nama Jabatan 

1 Bapak Imam Solikhin Owner 

2 Bapak Hidayat Karyawan 

3 Ibu Sarmini Penyewa 

4 Ibu Fifi Oktavianti Penyewa 

5 Bapak Pangestu Dwi Penyewa 

6 Ibu Mularsih Penyewa 

7 Ibu Tusiyah Penyewa 

8 Bapak Kuswanto Penyewa 

9 Ibu Rizka Penyewa 

10 Bapak Edward Penyewa 

11 Bapak Rafli Penyewa 

2 Ibu Latifani Penyewa 

Tabel 2. Daftar Responden 
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Obyek penelitian berkaitan pemilihan tempat tertentu yang 

berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.
107

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Jasa sewa perlengkapan 

hajatan Lindu Aji Property yang beralamat di Desa Badamita Rt005/Rw004 

Kecamatan Rakit Kabupaten Bnjarnegara.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain: 

1. Wawancara.  

Wawancara digunakan sebagi teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
108

 Wawancara 

langsung dengan pemilik Lindu Aji Property yang digunakan sebagai 

metode pengumpulan data untuk menggali informasi lebih mendalam 

mengenai pengambilan biaya panjar atas pembatalan sewa perlengkapan 

hajatan karena pandemi.  

Dalam teknik wawancara ini, menggunakan jenis wawancara 

terpimpin untuk mewawancarai responden, yaitu jenis wawancara yang 
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mana pertanyaannya terlebih dahulu disiapkan secara lengkap dan 

terperinci, atau disebut juga wawancara terstruktur.
109

 

2. Observasi  

Observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memenuhi 

pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan 

dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. 
110

 Observasi atau 

pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang spesifik yang 

dilakukan langsung pada Lindu Aji Property untuk menyajikan gambaran 

riil terhadap objek yang diteliti oleh penulis terkait dengan pengambilan 

panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan karena pandemi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
111

 Metode 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data yang 

mengandung keterangan dan penjelasan mengenai praktik pengambilan 

panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan karena pandemi. Selain 

itu juga penulis mengambil referensi dari artikel, skripsi, website, dan 
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jurnal di internet untuk mendukung informasi pada objek yang diteliti oleh 

penulis.  

F. Metode Analisa Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif berbentuk deskriptif yaitu suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.
112

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa data dengan 

mencari informasi yang di perlukan dalam objek yang diteliti dengan cara 

melakukan wawancara, kemudian observasi atau pengamatan dan yang 

selanjutnya dengan berpedoman pada artikel, jurnal, skripsi dan tulisan ilmiah 

sebagai pelengkapnya. 
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BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP 

PENGAMBILAN UANG PANJAR ATAS PEMBATALAN SEWA 

PERLENGKAPAN HAJATAN PADA LINDU AJI PROPERTY KARENA 

PANDEMI COVID-19 

A. Gambaran Umum Tentang Lindu Aji Property 

1. Profil Lindu Aji Property 

Lindu Aji Property merupakan perusahaan jasa yang bergerak di 

bidang penyewaan Alat Pesta untuk acara seperti: Pameran, Event, 

Pernikahan, Khitanan, Ulang tahun atau kegiatan yang berhubungan 

dengan pesta baik di dalam gedung (indoor) maupun luar gedung 

(outdoor).
113

 

Lindu Aji Property berdiri pada tahun 2019, dinakan Lindu Aji 

Property karena memiliki nama gempa yang menggetarkan Bumi, jadi 

usaha ini agar menggetarkan dan dikenal oleh orang banyak.  Lindu Aji 

Property berlamat di  Desa Badamita Rt 005 Rw 004 Kecamatan Rakit 

Kabupaten Banjarnegara. Pemilik Lindu Aji Property yaitu Bapak Imam 

Solikhin dengan didukung 9 karyawan yang berkualitas dan 

berpengalaman di bidangnya serta didukung dengan jaringan relasi yang 

luas.
114
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2. Layanan Dan Fasilitas Lindu Aji Property 

a. Paket Tenda Umum 8x12m dengan tarif sewa sebesar Rp. 4.800.000. 

b. Paket tenda umum 8x12m ditambah karpet dengan tarif sewa sebesar 

Rp. 7.200.000. 

c. Sound System dengan tarif sewa sebesar Rp. 800.000/Sesi. 

d. Paket Bronze dengan tarif sewa sebesar Rp. 17.000.000. 

e. Paket Silver dengan tarif sewa sebesar Rp. 25.000.000. 

f. Paket Gold dengan tarif sewa sebesar Rp. 40.000.000.
115

 

3. Alur dan Ketentuan Sewa di Lindu Aji Property 

a. Alur sewa  

1) Penyewa mendatangi langsung ke alamat Lindu Aji Property. 

2) Lindu Aji Property menawarkan paket serta layanan yang ada. 

3) Kemudian penyewa memilih layanan yang diinginkan. 

4) Lindu Aji Property dan penyewa melakukan akad dengan uang 

panjar. 

5) Lindu Aji Property memberikan kwitansi pembayaran sesuai akad 

yang dilakukan. 

6) Lindu Aji Property melakukan survey tempat. 

7) Lindu Aji Property memasang layanan maupun fasilitas sesuai 

kebutuhan, waktu dan tempat yang sudah disepakati pada saat 

akad. 
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8) Lindu Aji Property membongkar serta menarik kembali fasilitas 

dan layanan sesuai waktu yang telah disepakati. 

9) Lindu Aji Property meminta biaya kekurangan sewa.
116

 

b. Ketentuan Sewa 

1) Uang panjar yang dikenakan Rp. 500.000 apapun paket yang 

dipilih. 

2) Penyewa boleh memberikan uang panjar lebih dari Rp. 500.000. 

3) Jika penyewa membatalkan sewa yang telah disepakati maka uang 

panjar Rp. 500.000 tidak dikembalikan kepada penyewa dan 

menjadi hak Lindu Aji Property. 

4) Pada masa pandemi covid-19 jika penyewa telah memberikan uang 

panjar melebihi uang panjar senilai Rp. 500.000 yang telah 

ditetapkan maka uang uang panjar akan dikembalikan setengahnya. 

Misalnya, penyewa memberikan uang panjar senilai Rp. 4.000.000 

maka Lindu Aji Property akan mengambalikan setengahnya saja 

yaitu senilai Rp. 2.000.000.
117

 

B. Analisis Praktik Pengembilan Uang Pajar Atas Pembatalan Sewa 

Perlengkapan Hajatan Karena Pandemi Covid-19. 

Kebutuhan setiap orang dalam menjalankan usaha atau bisnis tidak 

jarang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam 

perjanjian sewa-menyewa, antara si penyewa dengan pihak yang menyewakan 
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memiliki kepentingannya berlainan, yaitu si penyewa membutuhkan layanan 

atau fasilitas dan si pemilik memerlukan uang. Agar supaya kepentingan para 

pihak dapat diakomodir, dibuatlah perjanjian, yang disebut dengan perjanjian 

sewa-menyewa. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.
118

 

Sama halnya seperti praktik sewa yang dilakukan oleh Lindu Aji 

Property, dimana Lindu Aji Property merupakan usaha yang memberikan 

layanan serta fasilitas untuk menyewakan perlengkapan hajatan seperti tenda 

(tratag), sound system, dan dekorasi.
119

 

Sebagai perjanjian yang bersifat timbal-balik, akad sewa-menyewa 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak Lindu Aji Property dan penyewa. 

Pada akad sewa-menyewa adalah menjadi hak si penyewa untuk menerima 

dan menikmati obyek sewaan dan membayar biaya sewa secara tepat waktu 

merupakan kewajiban utamanya. Sedangkan bagi pihak Lindu Aji Property, 

haknya adalah menerima pembayaran sewa serta berkewajiban untuk 

menyerahkan obyek sewa kepada si penyewa dan kewajiban-kewajiban 

lainnya yang telah disepakati para pihak.  

Berdasarkan akad yang terjadi menyatakan bahwa pihak yang 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan dari sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah berupa 
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perlengkapan hajatan, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran 

sesuatu harga, dalam hal ini penyewa memberikan waktu sewa serta 

menyanggupi atas pembayarannya. Dari kententuan akad ini, tampak bahwa 

akad sewa-menyewa hanya memberikan suatu hak pemakaian kepada si 

penyewa untuk mendapatkan suatu pelayanan atas kenikmatan tertentu atas 

suatu obyek sewa. Dengan demikian hak kepemilikan tetap berada pada 

pemilik.  

Kemudian suatu akad perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan 

cukup untuk itu. Suatu akad yang telah disepakati sebelumnya dan akhirnya 

salah satu pihak membatalkan akad perjanjian tersebut. Berarti pihak yang 

membatalkan itu telah melakukan wanprestasi, untuk itu dia harus 

menanggung resiko akibat perbuatan wanprestasinya tersebut.  

Pada Asas Tertulis atau Diucapkan di Depan Saksi mengandung 

makna bahwa hubungan muamalah selayaknya dituangkan dalam perjanjian 

tertulis dihadapan saksi-saksi (QS. al-Baqarah (2): 282). Namun, dalam 

keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan dihadapan 

saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun 

mengenai kualitas orangnya. 

Dalam praktiknya, akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh Lindu Aji 

Property dan penyewa terdapat adanya uang panjar, dimana sesuai ketentuan 

perjanjian yang dilakukan bahwasannya menurut hasil wawancara yang 

dilakukan, Imam Solikhin selaku owner Lindu Aji Property mengatakan: 
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Uang panjar yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali, hal 

tersebut juga sudah dimusyawarahkan dan disepakati diawal.
120

 

 

Oleh karena itu sewa menyewa tersebut dengan menerapkan sistem 

panjar senilai Rp. 500.000 tidak bisa dikembalikan. Sedangkan yang menjadi 

permasalahan adalah dimana banyak yang memberikan Uang panjar melebihi 

uang panjar yang ditentukan. 

Banyak sekali yang memberikan uang panjar lebih dari Rp. 500.000, 

hal tersebut dilakukan agar nantinya pas pelunasan tidak terlalu banyak 

pelunasanya. Akan tetapi juga masih banyak yang membatalkannya, 

apalagi pas masa pandemi.
121

 

 

Dalam prakteknya banyak penyewa yang membatalakan sewa 

perlengkapan hajatan, dimana faktor yang terjadi yaitu pada masa pandemi 

Covid-19, dimana adanya larangan melaksanakan hajatan dengan pesta 

menggunakan tratag karena akan menimbulkan kerumunan. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa: 

Saya dulu mau menikah, pastinya perlu sewa tratag atau tenda untuk 

keperluan hajatan, akan tetapi karena masa Pandemi dan dilarang, jadi 

saya membatalkannnya.
122

 

 

Kemudian penjelasan ibu latifahni sebagai berikut: 

 

saya kemarin hanya menikah dirumah dengan dekor yang sederhana 

saja mba, karena pandemi kemarin tidak boleh hajatan jadi terpaksa 

saya batalkan semuanya dari mulai dekor, mua, catering, fotografer, dll 

yang semuanya sudah saya pesan jauh hari mba. 
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Iya mba, saya kemarin tidak jadi hajatan karena pandemi yang 

mendadak. Akhirnya cuma ijab qobul saja yang penting sah. Jadi untuk 

perlengkapan hajan yang sudah saya pesan ya saya batalkan.
123

 

 

Kemudian penjelasan lain juga disebutkan oleh Sarmini, beliau 

menjelaskan bahwa: 

Saya dulu membatalkan sewa mba, ya mau gimana lagi kan mba, 

karena pandemi Covid-19, waktu itu saya sudah membayar uang 

panjar itu Rp. 3.500.000, dan dikembalikan hanya separuh saja Rp. 

1.750.000.
124

 

 

Penjelasan bapak Edward juga sebagai berikut: 

 

Iya mba, saya kemarin tidak jadi hajatan karena pandemi dan saya juga 

sudah banyar setengah harga dari paket yang saya pilih. Namun karena 

saya membatalkannya karena dilarang hajatan jadi dikembalikan 

setengahnya mba. Alhamdulillah masih dikembalikan, walaupun ngga 

utuh. 

 

Dari hasil wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa, uang panjar 

yang dikenakan memang sudah ada yaitu senilai Rp. 500.000, akan tetapi jika 

penyewa memberikan uang panjar lebih hal tersebut juga diperbolehkan, akan 

tetapi jika penyewa membatalkannya akan diberikan setengahnya saja. 

Pengembalian tersebut dilakukan sesuai perjanjian awal, menurut bapak Imam 

menjelaskan: 

Pengembalian panjar sebelum Covid-19 itu tidak bisa mba, tapi karena 

Covid-19 ada kelonggaran mba, kami kembalikan setengahnya saja 

mba.
125

 

 

Kemudian penjelasan bapak rafli sebagai berikut: 

 

Kalo ngga salah saya juga udah DP satu juta waktu itu mba, memang 

lebih dari yang ditentukan oleh pemiliknya. Yang ditentukan kn 

sebesar 500rb. Tapi dikembalikan 500rb pada saat itu. Tadinya 
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memang mau diambil semua, tapi alhamdullah saya musyawarahkan 

lagi dengan pemilik sewa tersebut.
126

 

 

Pengembalian uang panjar dimasa pandemi ini, menurut penulis 

merupakan upaya itikad baik dari pihak Lindu Aji Property. Pentingnya itikad 

baik dari para pihak dalam pembuatan akad sangat berdampak pada 

pelaksanaan akad yaitu para pihak berpegang teguh pada keyakinan dan itikat 

baik serta dapat saling mempercayai diantara para pihak, dan apabila terjadi 

sesuatu hal yang tidak dikehendaki, maka dengan mudah saling 

mengingatkan karena sejak awal pembuatan akad sudah didasarkan pada 

itikad baik oleh para pihak. Asas ini mengandung pengertian bahwa para 

pihak dalam suatu akad harus melaksanakan isi perjanjian atau prestasi 

berdasarkan itikad baik dari para pihak untuk tercapainya tujuan akad. 

 Oleh karena itu itikad baik yang dilakukan oleh Lindu Aji Property 

terhadap pengembalian setengah dari uang panjar karena adanya suatu 

keadaan pandemi Covid-19 berbeda dengan sebelum masa pandemi Covid-19 

dimana uang panjar seutuhnya tidak bisa dikembalikan. 

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengambilan Uang Panjar 

Atas Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan Karena Pandemi Covid-19. 

Sewa menyewa dalam hukum Hukum Ekonomi Syariah disebut 

dengan ija>rah. Ija>rah Atau lebih dikenal dengan sewa menyewa merupakan 

akad yang sudah ada sejak dulu, jauh sebelum Islam datang, akad ini sudah 

berjalan lama bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan dan digunakan 
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sebagai bentuk tolong menolong antara sesama. Ija>rah berasal dari bahasa arab 

yang seakar dengan al-ajr yang dapat diartikan sebagai pahala.
127

 Pahala 

dalam konsep pemikiran Islam adalah upah atau ganti rugi atas suatu 

pekerjaan atau barang. Sewa menyewa merupakan akad tukar menukar, hanya 

dalam ija>rah atau sewa menyewa ini, sifatnya temporal (dibatasi oleh waktu) 

sedangkan jual beli (bai’) bersifat permanen dan tidak dibatasi oleh waktu.
128

 

Ija>rah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. 

Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan, dan tenaga.
129

 

Oleh karena itu praktik ija>rah yang dilakukan oleh Lindu Aji Property 

merupakan akad yang dilakukan untuk memberikan manfaat atas 

perlengkapan hajatan kepada orang lain dalam hal ini penyewa. 

Akad ija>rah yang digunakan oleh Lindu Aji Property adalah ija>rah 

manfaat (al-ija>rah ‘ala al-manfa’ah). Al- ija>rah ‘ala al-manfa’ah di Lindu Aji 

Property penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Musta’jir yaitu pemilik Lindu Aji Property Bapak Imam Solikhin adalah 

pihak yang mempunyai perlengkapan hajatan. 

2. Mu’jir yaitu penyewa yang merupakan pihak yang membutuhkan 

perlengkapan hajatan.  

3. Dalam akad ini musta’jir mendapatkan imbalan sesuai paket yang ada, 

sementara mu’jir mendapatkan manfaat atas perlengkapan hajatan.  

                                                             
127

 Ibrahim Mushthafa, dkk, Al-Mu’jam Al-Wasith (Kairo: Maktabah Usrah, 2001), hlm. 8. 
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 Pudjihardjo, dkk, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah (Malang: UB Press, 2019), hlm. 62. 
129 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011),  hlm. 78. 
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4. Subjek akad (al-‘aqidayn) dalam sewa perlengkapan hajatan ini adalah 

Bapak Imam Solikhin adalah pihak yang mempunyai perlengkapan hajatan 

dan penyewa yang akan menyewa perlengkapan hajatan  

5. Objeknya (ma’qud alaih) adalah tenda tratag, meja, kursi, karpet, sound 

system, dekorasi, dan perlengkapan prasmanan. 

6. Sigat (ijab/kabulnya) sebagai berikut: 

a. Penyewa mendatangi langsung ke Lindu Aji Property 

b. Lindu Aji Property menawarkan paket serta layanan yang ada 

c. Kemudian penyewa memilih layanan yang diinginkan 

d. Lindu Aji Property dan penyewa melakukan akad dengan uang panjar 

e. Lindu Aji Property memberikan kwitansi pembayaran sesuai akad 

yang dilakukan. 

f. Lindu Aji Property melakukan survey tempat 

g. Lindu Aji Property memasang layanan maupun fasilitas sesuai 

kebutuhan, waktu dan tempat yang sudah disepakati pada saat akad. 

h. Lindu Aji Property membongkar serta menarik kembali fasilitas dan 

layanan sesuai waktu yang telah disepakati. 

i. Lindu Aji Property meminta biaya kekurangan sewa 

Kemudian pada prakteknya akad yang dijelaskan di atas bahwasannya 

terdapat uang panjar dilakukan, dalam hukum ekonomi syariah pengertian 

panjar (‘urbu>n) dipahami bahwa, masyarakat kita mengenal istilah untuk 

penyebutan uang muka. Ada yang mengenalnya dengan istilah uang panjar, 

uang jadi, uang awal dan banyak lagi. Uang panjar (uang muka) dikenal 
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dengan istilah al-'urbu>n artinya seorang pembeli memberi uang panjar (down 

payment). Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut 

terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan 

barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli 

pertama.
130

 

Ija>rah ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena 

dalam jual beli objeknya benda, sedangkan ija>rah objeknya adalah manfaat 

dari benda atau jasa seseorang. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menyewa 

pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda bukan manfaat. 

Demikian juga tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya 

karena susu bukan manfaat, melainkan benda.
131

 

Imam Malik mendefinisikan uang muka atau 'urbu>n: Ketika seorang 

lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada 

si penjual atau penyewa: “Saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat 

kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah 

yang telah saya bayarkan kepada mu, terhitung sebagai bagian dari harga yang 

saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka, 

sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa 

adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya”.
132

 Menurut Wahbah 
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Al-Zuhaili dalam Fqh Al-Islami Wa Adillatuhu uang muka (‘urbu>n) itu sah 

dan halal dilakukan berdasarkan „urf (tradisi yang berkembang).
133

 

Dari penjelasan diatas bahwa, al-'urbu>n dalam praktek sewa yang 

dilakukan oleh Lindu Aji Property diperbolehkan. Kemudian tujuan adanya 

uang panjar menurut bapak Imam Solikhin mengatakan bahwa: 

Uang panjar bertujuan untuk keseriusan dari pihak penyewa, karena 

sewa ini kan biaya oprasionalnya banyak mba, bahkan ada beberapa 

barang yang perlu dibeli untuk keperluan penyewaan yang itu 

sifatnya satu kali pakai. Jadi uang panjar bisa menjadi komitmen 

bersama juga bisa menjadi modal awal.
134

 

 

Kemudian menurut bapak Pangestu Dwi mengatakan: 

Uang panjar dalam sewa keperluan hajatan itu sudah umum mba, ya 

sudah kebiasan juga, ya sudah jarang bayar semunya dibelakang pasti 

harus ada uang panjarnya. Tapi itu wajar kan mba, biasanya juga kan 

buat kebutuhan operasional.
135

 

 

Oleh karena, penulis berpendapat bahwa tujuan dari adanya uang 

panjar dilakukan sebagai tanda jadi keseriusan dan komitmen bersama, 

kemudian uang panjar juga dipergunakan sebagai modal awal bagi Lindu Aji 

Property untuk kebutuhan operasional. Sedangkan praktek uang panjar ini 

juga sudah menjadi kebiasaan dalam sewa menyewa perlengkapan hajatan. 

Kemudian ketentuan terkait pembatalan sewa, agar akad ija>rah itu 

mengikat, maka syarat dua hal, yaitu benda yang disewakan harus terhindar 

dari cacat yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Maka orang 

yang menyewakan (Musta’jir) memiliki hak khiyyar (memilih untuk 

                                                             
133 Wahbah az- Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu Juz 5, Terj. Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118.. 
134 Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 
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135

 Hasil Wawancara Bapak Pangestu Dwi Selaku Penyewa Pada Tanggal 20 Desember 

2022. 
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meneruskan dengan pengurangan uang sewa dan membatalkan).
136

 Syarat 

selanjutnya yaitu tidak terdapat alasan (uzur) yang dapat membatalkan akad 

ija>rah. Misal uzur pada salah seorang yang melakukan akad baik musta’jir 

maupun mu’jir, atau uzur yang terdapat pada ma’qud ‘alaih. Maka menurut 

pandangan Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad. Sementara 

jumhur ulama berpendapat selama tidak hilang manfaat dari objek akadnya 

maka tidak batal. 

Dalam praktek sewa di Lindu Aji Property yang terjadi, bahwasannya 

pembatalan sewa bukan terjadi karena adanya cacat yang menghalangi 

manfaat dari ma’qud ‘alaih (objek sewa) dalam hal ini perlengkapan hajatan, 

akan tetapi adanya sebuah kondisi dimana sewa harus dibatalkan yaitu adanya 

Covid-19. Sehingga upaya dari Lindu Aji Property sebagai Musta’jir 

memberikan ketentuan lain untuk memiliki hak khiyyar bagi mu’jir, yaitu: 

1. Jika penyewa membatalkan sewa yang telah disepakati maka uang panjar 

Rp. 500.000 tidak dikembalikan kepada penyewa dan menjadi hak Lindu 

Aji Property. 

2. Pada masa pandemi Covid-19 jika penyewa telah memberikan uang panjar 

melebihi uang panjar senilai Rp. 500.000 yang telah ditetapkan maka uang 

uang panjar akan dikembalikan setengahnya. Misalnya, penyewa 

memberikan uang panjar senilai Rp. 4.000.000 maka Lindu Aji Property 

akan mengambalikan setengahnya saja yaitu senilai Rp. 2.000.000. 
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Oleh karena itu ketentuan di atas menjadi sebuah jembatan agar kedua 

belah pihak tidak mengalami kerugian. Dalam hubungan manusia satu dengan 

yang lain yang diatur dalam Hukum ekonomi syariah sehingga memperoleh, 

mengelola, dan mengembangkan harta benda harus dilandasi unsur saling rela 

(an-taraddin) dengan kesepakatan para pihak.
137

 Syarat ini didasari oleh 

firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4): (29): 

كىلَى َ  يػٍنىكيم باًلٍبىطًلً إًلََّ أىنػٍتىكيو فى تًِىرىةن عىن تػىرىاضو مِّنٍكيمٍ بػى يىأىيػُّهىا الَّذًينى ءىامىنيو أ لَى تىأٍ كيليوا أىمٍوىلىكيمٍ ى 
 إًفَّ اللَّوى كىا فى بًكيمٍ رىحًيمنا َ  تػىقٍتػيليوا أىنػٍفيسىكيم

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh 

dirimu.” 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan owner Lindu Aji 

Properti, mengatakan  bahwasanya: 

Saya si tidak dirugikan, karena hal tersebut sudah sesuai kesepakatan 

di awal, kalo saya diberi unag panjar Rp. 500.000 dan penyewa 

membatalkan ya itu sudah jadi hak saya, tapi kalau melebihi Rp. 

500.000, ya saya kembalikan setengahnya, dan itu sudah konsekuensi 

saya dan penyewa.
138

 

 

Kemudian dari hasil wawancara menurut para penyewa mengatakan 

bahwa: 

Sebenarnya si dirugikan mba, karena saya tidak mendapatkan hak saya 

yaitu kebutuhan hajatan, dan juga uang saya hanya kembali 

setengahnya saja, tetapi karena sudah kesepakatan diawal ya 

diikhlaskan saja.
139

 

 

Kemudian ibu Mularsih juga mengatakan bahwa: 
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 Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract”, 
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138

 Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 

Desember 2022. 
139 Hasil Wawancara Ibu Tusiyah Selaku Penyewa Pada Tanggal 14 April 2023. 
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Kita kan kalau mau hajatan pasti banyak yang keperluan yang harus 

dipenuhi mba, eh karena Covid-19 semuanya jadi dibatalkan, ya rugi 

sana sini si mba, tapi karena memang sudah dijelaskan dari awal ya 

mau gimana lagi.
140

 

 

Kemudian bapak Kuswanto juga menanggapi hal tersebut, sebagai 

berikut: 

Kalau dibilang rugi ya rugi si mba, tapi lebih rugi lagi kalau kita 

membatalkannya bukan di Covid-19, malah bisa semuanya tidak balik, 

tapi karena Covid-19 dikembalikan setengahnya saja ya itu udah bagus 

juga dari penyewanya ada niat baik.
141

 

 

Dari pendapat narasumber di atas, penulis berpendapat bahwasannya 

Lindu Aji Property tidak merasa dirugikan, sedangkan bagi para penyewa hal 

tersebut sebenarnya dirasa merugikan, akan tetapi karena sudah menjadi 

keputusan bersama saat akad serta adanya itikad baik dengan mengembalikan 

setengahnya maka itu menjadi itikad baik dalam praktik ija>rah. 

 

  

                                                             
140 Hasil Wawancara Ibu Mularsih Selaku Penyewa Pada Tanggal 14 April 2023. 
141 Hasil Wawancara Bapak Kuswanto Selaku Penyewa Pada Tanggal 14 April 2023. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas serta untuk menjawab rumusan masalah yang 

ada maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan praktik pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa 

perlengkapan hajatan pada Lindu Aji Property karena pandemi covid-19 

yaitu dengan Penyewa mendatangi langsung ke Lindu Aji Property 

kemudian Lindu Aji Property menawarkan paket serta layanan yang ada, 

setelah itu penyewa memilih layanan yang diinginkan selanjutnya Lindu 

Aji Property dan penyewa melakukan akad dengan uang panjar dan diberi 

kwitansi pembayaran sesuai akad yang dilakukan. Besoknnya dilakukan 

survey tempat, kemudian pada tanggal yang ditentukan memasang layanan 

maupun fasilitas sesuai kebutuhan, yang sudah disepakati pada saat akad. 

Selanjutnya Lindu Aji Property membongkar serta menarik kembali 

fasilitas dan layanan sesuai waktu yang telah disepakati. Dan Lindu Aji 

Property meminta biaya kekurangan sewa.  Lindu Aji Property 

menerapkan uang panjar sebesar Rp.500.000 sebagai tanda jadi atau bukti 

keseriusan dalam penyewaan perlengkapan hajatan tersebut. Jika terjadi 

pembatalan sewa, maka uang pajar tersebut akan menjadi milik Lindu Aji 

Property dan tidak dikembalikan. Namun pada kenyataan nya kebanyakan 

dari penyewa memberikan uang panjar dengan nominal yang lebih besar 

dari yang ditentukan oleh Lindu Aji Property. Sehingga pada saat terjadi 
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pandemi covid-19, banyak yang merasa dirugikan karena uang panjar yang 

sudah masuk sudah cukup banyak dan tidak dapat kembali. Dan pada 

akhirnya terdapat kebijakan dari pihak Lindu Aji Property agar pihak 

penyewa tidak menanggung resikonya sendiri. 

2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah Akad ija>rah yang digunakan 

oleh Lindu Aji Property adalah ija>rah manfaat (al-ija>rah ‘ala al-manfa’ah). 

Musta’jir yaitu pemilik Lindu Aji Property, Mu’jir yaitu penyewa, 

Objeknya (ma’qud alaih) adalah tenda tratag, meja, kursi, karpet, sound 

system, dekorasi, dan perlengkapan prasmanan. Al-'urbu>n dalam praktek 

sewa yang dilakukan oleh Lindu Aji Property diperbolehkan. Tujuan dari 

adanya uang panjar dilakukan sebagai tanda jadi keseriusan dan komitmen 

bersama dan modal awal bagi Lindu Aji Property. Pembatalan sewa bukan 

terjadi karena adanya cacat yang menghalangi manfaat dari ma’qud ‘alaih 

(objek sewa) tetapi adanya sebuah kondisi dimana sewa harus dibatalkan 

yaitu adanya Covid-19. Sehingga upaya dari Lindu Aji Property sebagai 

Musta’jir memberikan ketentuan lain untuk memiliki hak khiyyar bagi 

mu’jir sesuai akad awal dengan mengembalikan setengah maka itu 

menjadi itikad baik dalam praktik ija>rah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis berusaha memberi saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi Owner Lindu Aji Property harusnya jangan menerima uang panjar 

dari penyewa dengan nominal yang besar atau yang melebihi panjar dari  
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yang telah ditentukan. Sehingga jika terjadi adanya pembatalan sewa, 

maka penyewa tidak merasa sangat dirugikan. 

2. Bagi penyewa seharusnya jangan memberikan uang panjar yang melebihi 

kesepakatan awal yang telah ditentukan oleh pihak lindu aji property. 

C. Kata Penutup 

Demikian pembahasan tentang “Pengambilan Uang Panjar Atas 

Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan Pada Lindu Aji Property Karena 

Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penulis menyadari 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang membangun senantiasa penulis harapkan dari para pembaca sebagai 

bahan evaluasi untuk kedepannya agar lebih baik.  

Terimakasih. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Hasil Wawancara 

1.) Pertanyaan Wawancara dengan Owner Lindu Aji Property 

a. Berapa lama lindu aji property berdiri? 

b. Bagaimana proses sewanya? 

c. Tadi bapak menjelaskan orang yg akan menyewa itu memberikan 

uang sebagai tanda jadi. Apakah ada uang panjar yang ditentukan 

bapak dan berapa persen? 

d. Bagaimana jika orang yang menyewa membatalkan sewanya? 

Apakah uang panjar tersebut dikembalikan? 

e. Apakah menurut bapak dari pihak yang menyewa itu tidak 

dirugikan? 

f. Apakah ada kerugian jika penyewa tersebut membatalkan 

sewanya? 

 

2.) Pertanyaan wawancara dengan penyewa. 

a. Apakah anda pernah menyewa di Lindu Aji Property? 

b. Apa saja yang anda sewa? 

c. Apakah ada uang panjarnya? 

d. Apakah anda pernah membatalkan sewa sedangkan anda sudah 

membayar uang panjarnya? Apa alasannya? 

e. Apakah uang panjarnya dikembalikan? 

f. Jika tidak dikembalikan, apakah anda tidak merasa dirugikan? 

g. Apakah anda sudah diberitahu sebelumnya jika anda membatalkan 

sewa, maka uang panjarnya tidak bisa dikembalikan? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.) Hasil Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Surat Usulan Menjadi Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Surat Pernyataan Kesediaan Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7. Blangko Bimbiungan Skripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Rekomendasi Munaqosyah 
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